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[bookmark: _Toc202867270]ABSTRAK
Devona Valerie Simatupang, 2025. Pengaruh Self Assessment System dan Pengetahuan Pajak Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) di Kota Samarinda. Dibimbing oleh Bapak Rusliansyah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui pengaruh self assessment system dan pengetahuan pajak wajib pajak terhadap penggelapan pajak (tax evasion) pada wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di Kota Samarinda. Dalam penentuan sampel, penelitian ini menggunakan metode stratified random sampling dengan membagi populasi menjadi beberapa kelompok kecil, dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di Kota Samarinda. Dan sampel terbagi atas 100 wajib pajak orang pribadi per 10 kecamatan yang ada di Kota Samarinda, sehingga dari hasil penelitian didapatkan 1.078 responden yang telah mengisi kuisioner penelitian ini. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan data primer yang diperoleh dengan kuisioner. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah SmartPLS 4.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa self assessment system dan pengetahuan pajak wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. 
Kata Kunci: Self Assessment System; Pengetahuan Pajak; Penggelapan Pajak
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[bookmark: _Toc193794363]Devona Valerie Simatupang, 2025. The Effect of Self Assessment System and Tax Knowledge on Tax Evasion in Samarinda City. Supervised by Mr. Rusliansyah. This study aims to test and determine the effect of the self-assessment system and tax knowledge on tax evasion on individual taxpayers domiciled in Samarinda City. In determining the sample, this study uses the stratified random sampling method by dividing the population into several small groups, in this study the population is all individual taxpayers domiciled in Samarinda City. And the sample is divided into 100 individual taxpayers per 10 sub-districts in Samarinda City, so that the results of the study obtained 1,078 respondents who have filled out this research questionnaire. This type of research is quantitative with primary data obtained by questionnaire. The analytical tool used in this research is SmartPLS 4.0. The results of this study indicate that the self-assessment system and tax knowledge have a positive and significant effect on tax evasion.
Keywords: Self Assessment System; Tax Knowledge; Tax Evasion
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[bookmark: _Toc202867279]1.1 Latar Belakang
Indonesia merupakan salah satu dari banyaknya daftar negara berkembang. Indonesia termasuk dalam bagian dari negara yang melakukan upaya pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dengan adanya upaya yang akan dicapai ini maka pemerintah Indonesia harus bergerak cepat dalam meningkatakan sumber penerimaan negara yang berasal dari pajak, karena salah satu pendapatan negara terbesar bersumber dari pajak. Menurut Soemitro dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, pajak adalah bentuk iuran wajib untuk seluruh rakyat dan harus dibayarkan ke kas negara masing-masing menurut undang-undang yang berlaku (Soemitro, 1978). Sehingga, dapat dikatakan bahwa pembayaran pajak bersifat memaksa dan dilakukan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Pembayaran pajak yang sudah dikumpulkan atau disetorkan kepada Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) yang berada dibawah kepemimpinan Kementrian Keuangan Indonesia, akan dikelola untuk membiayai pengeluaran umum negara sehingga dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik. 
Saat ini Indonesia menganut tiga sistem pemungutan pajak yaitu, official assessment system, self assessment system, dan withholding system (Ayu Fitriani, 2022). Dari antara ketiga sistem pemungutan pajak ini, yang paling sering digunakan adalah self assessment system. Hal ini dikarenakan rata-rata jenis pajak baik dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, hingga pajak bumi dan bangunan menerapkan penggunakan self assessment system sebagai metode dalam penyetorannya (Hasanah & Indriani, 2013). Melalui penerapan sistem ini memberikan tanggung jawab penuh pada masyarakat dalam melaporkan dan menyetorkan kewajiban perpajakannya. 
Pemberlakuan sistem ini tetap memberikan tanggung jawab bagi petugas pajak untuk melakukan pengawasan terkait pelaporan pajak wajib pajak dan memberikan sanksi apabila ditemukan pelanggaran yang dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak yang tidak bertanggung jawab.  Pada prinsipnya, penerapan self assessment system akan berjalan dengan lancar, apabila semua masyarakat memiliki kesadaran dan tanggung jawab penuh akan kewajibannya. Melalui hal ini masyarakat dituntut agar proaktif dalam melakukan pelaporan, penghitungan, dan penyetoran pajak yang terutang. Untuk itu sangat penting bagi setiap wajib pajak memiliki pengetahuan terkait perpajakan di Indonesia. Tidak hanya sekedar mengetahui, tetapi benar-benar memahami akan setiap prosedur dalam perpajakan itu sendiri. 
Pengetahuan perpajakan adalah hal-hal yang diketahui dan dimengerti oleh wajib pajak tentang konsep dan ketentuan dasar bidang pajak terhadap jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia, dimulai dari pemahaman akan perhitungan pajak yang terutang, perhitungan tarif pajak yang berlaku, pembayaran yang sesuai dengan perhitungan, hingga melakukan pelaporan yang sesuai dengan pajak yang terutang (Novianti et al., 2023). Pengetahuan terkait perpajakan tidak dapat diperoleh dalam waktu yang singkat, perlu adanya pemahaman serta pembelajaran dan sosialisiasi dari pihak Dirjen Pajak kepada masyarakat. Mengingat bahwa peraturan perpajakan sering kali berubah-ubah untuk itu sangat penting bagi petugas pajak agar dengan giat dapat melakukan sosialisasi terkait peraturan-peraturan perpajakan yang harus dipatuhi oleh wajib pajak. Dengan harapan tidak hanya sekedar diketahui, namun dapat dipraktekan dalam pelaporan pajak wajib pajak, agar dapat mengurangi hal-hal menyimpang yang sengaja dilakukan untuk mengambil keuntungan bagi diri sendiri. 
Apabila setiap wajib pajak memiliki kesadaran penuh akan tanggung jawab mereka dalam bidang perpajakan, maka kasus-kasus yang akan berakibat mengurangi pendapatan negara akan berkurang. Namun, nyatanya sampai saat ini masih banyak insiden yang melibatkan ketidaktaatan wajib pajak dan kurangnya rasa tanggung jawab terhadap kewajiban yang seharusnya dijalankan. Oknum-oknum tidak bertanggung jawab ini mengambil celah untuk menguntungkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Mereka melegalkan segala cara agar dapat memanipulasi pembayaran pajak yang seharusnya sudah menjadi tanggung jawab yang bersangkutan. Salah satu cara yang sering digunakan adalah dengan melakukan penggelapan pajak (tax evasion). Melaporkan pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, dan menggelapkan dana tersebut. 
Kasus yang belum lama terjadi pada tahun 2023 di Kota Samarinda, seorang dengan jabatan Wakil Direktur pada CV. Adji Putra bernama Jimmy Bin Surya Gunawan diserahkan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dirjen Pajak Kalimantan Timur dan Utara kepada Kejaksaan Negeri Samarinda dengan dugaan penggelapan pajak senilai Rp 476.831.878,00. Berdasarkan hasil wawancara tim RRI dengan Kepala Seksi Penuntutan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Agung Ary menyatakan bahwa Jimmy diduga sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang tidak benar atau tidak lengkap yaitu dengan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dari perusahaan PDAM, CV SS, dan CV STSJ mulai dari Januari 2015 hingga Desember 2015 sehingga kerugian pada pendapatan negara yang diakibatkan oleh penggelapan pajak tersebut sebesar Rp 476.831.878,00. Penggelapan pajak yang telah direncanakan oleh Jimmy yaitu dengan menyampaikan laporan PPN palsu atau tidak lengkap dan tidak menyetorkan pajak yang dipotong atau dipungut dari perusahaan lain, sehingga, terjadi lonjakan penggelapan yang sangat besar (Multianatha, 2023). 
Pada tahun 2020 juga terdapat kasus penggelapan pajak yang melibatkan tersangka MIF selaku Direktur CV. BIS di Kota Samarinda. Menurut keterangan Samon Jaya, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur tersangka MIF diduga melakukan tindak pidana pada bidang perpajakan dengan menyampaikan SPT Masa PPN yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dengan sengaja mengkreditkan Faktur Pajak Masukan yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya ke dalam SPT Masa PPN Wajib Pajak, yang telah dilakukan oleh tersangka sejak masa pajak Januari 2012 hingga Desember 2015 dan akhirnya mengakibatkan kerugian sebesar Rp 2.922.412.500,00. (Rugikan Negara Rp 2,9 Miliar, Kejari Samarinda Tahan Tersangka Penggelapan, 2020).
Kasus-kasus yang terjadi tidak hanya di Kota Samarinda, pada tahun 2021 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat II bersama dengan Korwas Polda Metro Jaya menetapkan tiga orang tersangka, berinisial YSM, AIW, dan satu korporasi PT. GF yang diduga melakukan tindak pidana terkait bidang perpajakan yaitu tidak melakukan pembayaran pajak selama satu tahun pada tahun 2018. Riyono selaku Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengungkapkan bahwa tindak kejahatan yang dilakukan oleh tersangka yaitu dengan sengaja tidak melaporkan SPT PPh dan PPN di tahun 2018, yang mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp 2.639.670.983 (Ramadhan, 2021).
Menurut theory of planned behavior yang dikembangkan oleh Ajzen pada tahun 1991 menjelaskan bahwa sikap atau perilaku seseorang didasari pada sebuah niat. Niat yang timbul ini dapat terjadi oleh karena 3 faktor utama, pertama adanya keyakinan bahwa dari suatu perilaku akan memunculkan sebuah sikap yang akan berpengaruh menguntungkan atau tidak (Attitude Toward the Behavior). Kedua, adanya motivasi atau tekanan sosial dari lingkungan sekitar mengenai suatu perilaku untuk melakukan atau tidak sebuah tindakan (Norma Subjektif). Dan yang terakhir, adanya perasaan atau persepsi seseorang dalam melakukan sebuah tindakan akan mengalami kemudahan atau kesulitan (Perspektif Kontrol Perilaku). Melalui teori ini terdapat hubungan antara perilaku seseorang dengan tindakan dalam melakukan penggelapan pajak. Pada dasarnya semua tindakan yang dilakukan didasari pada pemikiran, niat, dan respon individu terhadap faktor eksternal dalam hal permasalahan atau peluang yang dihadapi. 
Penggelapan pajak (tax evasion) adalah tindakan illegal yang dilakukan dengan sengaja oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab agar mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayarkan/disetorkan. Penggelapan pajak biasanya dilakukan dengan cara membuat faktur palsu, tidak melakukan pencatatan dalam penjualan, membuat laporan keuangan palsu, melaporkan pajak yang cenderung rendah, hingga menyuap pegawai pajak untuk merekayasa bahwa kurang bayar yang seharusnya menjadi lebih kecil (Rismauli et al., 2023). Penggelapan pajak dapat terjadi karena adanya peluang, yang dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk menguntungkan dirinya sendiri. Sistem pemungutan pajak yaitu self assessment system dapat menjadi celah bagi oknum tersebut untuk melakukan penggelapan pajak dengan sengaja. Karena setiap wajib pajak diberikan tanggung jawab penuh untuk melaporkan sendiri terkait perpajakannya. Selain itu, pengetahuan perpajakan yang masih sangat kurang juga dapat menjadi faktor bagi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Sehingga, dengan leluasa para wajib pajak ini melakukan tindakan yang sebenarnya tidak diperbolehkan namun mereka lakukan akibat dari ketidaktahuan bahkan kesengajaan secara sadar demi kepentingan pribadi. 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, penelitian ini akan membahas terkait permasalahan tersebut dengan judul “Pengaruh Self Assessment System dan Pengetahuan Pajak Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) di Kota Samarinda”
[bookmark: _Toc202867280]1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang yag sudah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah yang dapat menjadi dasar penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Apakah penerapan self assessment system berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak (tax evasion)?
2. Apakah pengetahuan pajak wajib pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak (tax evasion)?
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Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh self assessment system terhadap penggelapan pajak.
2. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh pengetahuan pajak wajib pajak terhadap penggelapan pajak.
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Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian yang dilaksanakan, maka diharapkan penelitian ini bisa memberikan manfaat kepada sejumlah pihak, antara lain:
1. Manfaat Teoritis
Diharapkan melalui penelitian ini akan menjadi alat pembuktian terhadap teori yang dirujuk yaitu theory of planned behavior yang berkaitan dengan pengaruh self assessment system dan pengetahuan pajak wajib pajak terhadap penggelapan pajak di Kota Samarinda. 


2. Manfaat Praktis
a. Bagi Wajib Pajak
Diharapkan bahwa penelitian ini akan membuka wawasan wajib pajak mengenai tanggung jawab dan kewajiban yang seharusnya dipenuhi sebagai warga negara Indonesia untuk dapat menghindari perilaku penggelapan pajak agar setiap sistem pemerintahan yang telah diprogramkan dapat berjalan dengan baik.
b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak
Harapannya, hasil dari penelitian ini akan memberikan dampak positif bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan tugas dan tanggung jawab guna meningkatkan kewaspadaan terhadap kasus-kasus penggelapan pajak yang sampai saat ini masih kerap kali dilakukan dan memerlukan perhatian khusus, sehingga dimasa depan tidak terjadi lagi kasus-kasus serupa. 
c. Bagi KPP Pratama Samarinda
Penelitian ini akan menjadi perhatian khusus bagi KPP Samarinda untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap pelaporan dan penyetoran yang dilakukan oleh wajib pajak agar dapat mengurangi terjadinya tindakan penggelapan pajak. Dan juga selalu memberikan edukasi bagi masyarakat terkait peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku dan tata cara yang baik dan benar dalam melakukan pelaporan pajak. 


3. Manfaat Regulasi
Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan informasi kepada Kementrian Keuangan sebagai pembuat kebijakan dalam bidang perpajakan untuk dapat meningkatkan efisiensi terhadap pemungutan pajak yang lebih baik.
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[bookmark: _Toc202867286]2.1.1 Theory of Planned Behaviour
Pada tahun 1985 seorang ahli Psikologi Sosial bernama Izek Ajzen, mengembangkan sebuah teori yang memiliki kaitan antara sikap dan perilaku. Ajzen melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana sebuah sikap dapat terwujud melalui perilaku, sehingga tercipta sebuah teori perilaku yang terencana (theory of planned behaviour) (Widyarani, 2009). Theory of Planned Behaviour (TPB) ini merupakan hasil pengembangan dari Theory of Reasoned Action (TRA) yang sebelumnya dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen tahun 1975. Hingga akhirnya Fishbein dan Ajzen menyempurnakan Theory of Reasoned Action menjadi Theory of Planned Behaviour pada tahun 1988. 
	Theory Of Planned Behaviour ini memiliki 3 faktor yang menjadi dasar timbulnya perilaku yang terencana, yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku. Ketiga hal inilah yang akan mendasari bagaimana seorang individu akan bersikap dan berperilaku. Tidak hanya melalui faktor internal dari dalam diri seseorang, namun dapat juga dipengaruhi oleh faktor eksternal atau lingkungan sekitar cara/respons terhadap suatu hal. Menurut pendapat Ajzen dalam jurnal yang diterbitkan pada tahun 1991 berjudul “From Intentions to Actions: A Thory of Planned Behaviour” teori yang ia kembangkan ini sangat cocok digunakan untuk menggambarkan tentang perilaku seseorang yang dilakukan dan memerlukan perencanaan.
Perilaku
Niat
Perspektif Kontrol Perilaku
Norma Subjektif
Sikap Terhadap Perilaku










[bookmark: _Toc168870477]Gambar 2. 1 Theory of Planned Behaviour                                                                  Sumber: (Asadifard et al., 2015)
Berdasarkan bagan gambar diatas, perilaku terbentuk dari 3 hal yang menjadi dasar, lalu kemudian terbentuk menjadi sebuah niat dan menghasilkan tindakan atau perilaku. Ketiga faktor ini memiliki peran masing-masing dalam membentuk niat dan perilaku. Ada yang didasari pada faktor eksternal atau akibat dari lingkungan sekitar, ada pula yang dikarenakan faktor internal dari dalam diri wajib pajak itu sendiri. 
	Hal pertama yang mendasari niat adalah sikap terhadap perilaku (attitude toward the behaviour) yang didefinisikan oleh ahli sebagai wujud nyata dari perasaan seseorang untuk mengambil tindakan menerima atau menolak sesuatu (Fishbein & Ajzen, 1975). Dalam jurnal lain yang diterbitkan oleh Ajzen, mengatakan bahwa sikap adalah keadaan internal seseorang yang berpengaruh terhadap cara dalam merespon sesuatu baik secara positif maupun negatif (Ajzen, 2002). Oleh karena itu, melalui teori ini dapat diketahui bahwa perilaku yang timbul dari diri seseorang didasari pada keyakinan akan konsekuensi terhadap perilaku tersebut. Umumnya dikenal dengan istilah behavioural beliefs (keyakinan terhadap perilaku), sebuah sikap positif yang diyakini oleh seseorang akan memberikan timbal balik berupa dampak positif, begitu pula sebaliknya. 	
	Selanjutnya, adalah norma subjektif (subjective norm) yang merupakan perspektif seseorang terhadap pandangan atau kepercayaan orang lain yang akhirnya mempengaruhi niat untuk melakukan atau tidak melakukan sebuah perilaku (Hartono, 2007). Dengan kata lain, norma subjektif dapat diartikan sebagai tindakan seseorang yang dipengaruhi oleh sudut pandang orang lain. Hal ini dapat terjadi umumnya karena ada tekanan sosial dari pihak lain, seperti orang tua, pasangan, kerabat, teman dekat, rekan kerja, bahkan tekanan akibat kejadian atau peristiwa tertentu. 
Terakhir adalah perspektif kontrol perilaku (perceived behaviour control) yang dijelaskan oleh Ajzen sebagai persepsi mengenai mudah atau sulitnya melakukan sesuatu (Ajzen, 2005).  Ajzen juga mengungkapkan bahwa perspektif kontrol perilaku dapat dilakukan oleh individu karena adanya keyakinan akan ketersediaan sumber daya untuk mendukung suatu perilaku. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa peralatan, kompetibilitas, kompetensi, dan kesempatan yang dapat digunakan untuk mendukung atau menghambat tindakan tertentu. 
	Dari penjelasan mengenai theory of planned behaviour di atas kaitannya dengan penelitian ini pada self assessment system sebagai X1 terhadap penggelapan pajak (tax evasion) sebagai Y adalah adanya persepsi yang tinggi tentang kendali atas kontrol perilaku yang dimiliki oleh individu dapat meningkatkan niat untuk melakukan penghindaran pajak, hal ini terjadi karena wajib pajak merasa dapat sepenuhnya mengendalikan pelaporan pajak mereka (Ustantini et al., 2024). Self assessment system dapat dilihat sebagai celah yang memberikan kelonggaran bagi wajib pajak untuk menentukan secara mandiri kewajiban perpajakannya. Selain itu, kaitan antara theory of planned behaviour dengan pengetahuan pajak wajib pajak sebagai X2 terhadap penggelapan pajak (tax evasion) sebagai Y adalah wajib pajak akan patuh terhadap aturan perpajakan ketika timbul motivasi dari dalam diri wajib pajak itu sendiri (Tivvanka Anggelia & Sri, 2024). Dengan adanya pengetahuan terkait hak dan kewajiban yang dimiliki oleh wajib pajak, maka akan memberikan motivasi bagi wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan dan menghindari tindakan penggelapan. Melalui pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa theory of planned behaviour cocok untuk dijadikan sebagai landasan teori agar memperkuat penelitian yang akan dilakukan.  
[bookmark: _Toc202867287]Deterrence Theory
Deterrence teori (teori pencegahan) pertama kali dikembangkan oleh Cesare Beccaria yang berasal dari Italia dan Jeremy Bentham yang berasal dari Inggris pada abad ke-18 (Hermawan, 2020). Hermawan lebih lanjut mengatakan bahwa yang mendasari dari deterrence teori ini adalah dengan adanya ancaman hukuman akan membuat seseorang menjadi terhalang untuk melakukan kejahatan sehingga dapat meminimalkan tingkat pelanggaran di masyarakat umum. Dalam bukunya, Mustofa (2015) memberikan pengertian bahwa deterrence theory dapat disebut sebagai teori penggentarjeraan. Menurut Mustofa terdapat dua konsep pokok dari teori ini, yang pertama penggentar dan yang kedua penjera. Konsep penggentar artinya masyarakat tidak melakukan kejahatan karena memiliki ketakutan terhadap hukuman, selanjutnya konsep penjera artinya kondisi ketika melakukan kejahatan dan telah menerima hukuman maka tidak akan berani untuk mengulangi kesalahan yang diperbuat. 
Deterrence teori memiliki pengembangan model yang dikembangkan pada tahun 1972, yaitu economic deterrence model. Economic deterrence model pertama kali dicetuskan oleh Allingham dan Sandmo yang meneliti tentang keputusan yang dipilih oleh wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dan sejauh mana tindakan ketidakpatuhan tersebut akan dilakukan (Allingham G & Sandmo, 1972). Wajib pajak yang memiliki penghasilan tinggi secara otomatis akan masuk ke golongan dengan tarif pajak yang tinggi, yang artinya bahwa jumlah pajak terutang pun akan semakin besar sehingga berdampak pada kekayaan yang dimiliki akan berkurang, hal inilah yang membuat wajib pajak memilih untuk menghindari pajak karena akan meningkatkan keuntungan pribadi (Gleen Theresia & Laksito, 2024). 
Tindakan penghindaran yang dapat dilakukan oleh wajib pajak salah satunya adalah penggelapan pajak (tax evasion), yang dilakukan untuk kepentingan pribadi dan dampaknya merugikan banyak pihak. Dari penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa deterrence theory akan berperan sebagai teori pendukung dalam penelitian ini. 
[bookmark: _Toc202867288]2.1.2 Pajak
	Pengertian pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pajak merupakan iuran wajib yang bersifat memaksa dan dibayarkan kepada negara hingga nantinya akan dikelola untuk mensejahterakan masyarakat. Pengertian pajak menurut ahli Rochmat Soemitro adalah iuran yang dibayarkan oleh masyarakat kepada kas negara yang didasarkan oleh Undang-Undang dan dapat dipaksakan, namun tidak menerima imbal jasa yang langsung dapat ditunjukan karena digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib warga negara yang bersifat memaksa dan diatur secara sah dalam Undang-Undang untuk dipungut oleh pemerintah kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha dengan tidak mendapatkan imbal balik secara langsung dan akan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. 
	Berdasarkan data, penerimaan pajak adalah sumber pendapatan terbesar bagi negara. Sehingga, pajak memiliki peranan penting dalam keberlangsungan sebuah negara. Tanpa adanya pajak, maka keperluan atau kebutuhan negara tidak akan tercukupi dengan maksimal. Pajak merupakan fondasi untuk melaksanakan proyek-proyek pembangunan yang ada di suatu negara, juga sebagai pilar utama untuk membantu kesejahteraan rakyat. 
[bookmark: _Toc202867289]2.1.2 Wajib Pajak
	Pengertian wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 2 menjelaskan bahwa “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Menurut pendapat seorang ahli Djoko Muljono menyatakan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi maupun badan yang memenuhi syarat dalam peraturan perundang-undangan untuk melakukan kewajiban perpajakan dalam hal memungut pajak atau memotong pajak tertentu. 
	Sebagai wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan memiliki hak dan kewajiban yang harus dipatuhi. Hak yang dimiliki oleh wajib pajak adalah hak untuk dijaga rahasia identitas dirinya, hak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak disertai dengan alasan yang memperkuat hal tersebut, dan hak untuk dibebaskan dari pembayaran pajak. Sedangkan, kewajiban yang dimiliki oleh wajib pajak adalah sebagai warga negara yang telah memiliki penghasilan harus memiliki NPWP, melakukan pembayaran, penyetoran, pemotongan dan pelaporan pajak kepada pegawai atau petugas pajak, serta bersikap kooperatif saat dilakukannya pemeriksaan pajak.
	Wajib pajak terbagi dalam dua kelompok, yaitu wajib pajak orang pribadi (WPOP) dan wajib pajak badan. Berdasarkan artikel yang diterbitkan oleh (Wahyuni, 2023) dilihat dari statusnya, wajib pajak orang pribadi terbagi menjadi beberapa kelompok, sebagai berikut:
1. Orang pribadi, merupakan wajib pajak yang belum menikah dan suami sebagai kepala keluarga.
2. Hidup berpisah, seorang wajib pajak wanita yang meskipun menikah namun hidup secara terpisah akan dikenai pajak terpisah berdasarkan putusan hakim.
3. Pisah harta, wajib pajak yang merupakan suami-istri tetapi memilih untuk memiliki harta secara terpisah akan dikenakan pajak secara terpisah. 
4. Memilih terpisah, wajib pajak wanita yang menikah namun selain kategori hidup berpisah dan pisah harta yang akan melaksanakan kewajiban pajaknya sendiri terpisah dari suaminya. 
5. Warisan belum terbagi, adalah wajib pajak yang menjadi satu kesatuan dan merupakan subjek pajak pengganti atau yang menggantikan sebagai ahli waris. 
[bookmark: _Toc202867290]2.1.3 Penggelapan Pajak (Tax Evasion)
	Penggelapan pajak jika dilihat dari sudut pandang etika dapat dibenarkan apabila terjadi kondisi tertentu, seperti adanya ketidakmampuan wajib pajak dalam membayar pajak, terdapat indikasi korupsi yang dilakukan oleh pihak yang seharusnya bertanggungjawab, serta adanya kebijakan pemerintah dalam mengatur pendapatan pajak, dan lain sebagainya (Pratama, 2018). Menurut pendapat ahli, penggelapan pajak adalah tindakan moral seseorang yang didasari karena ketidakmampuan dalam membayar pajak, oleh karena tarif pajak yang terlalu tinggi dan merasa bahwa tidak mendapatkan imbalan atas pembayaran pajak yang telah dilakukan (McGee, 2006). Pendapat lain mengungkapkan bahwa penggelapan pajak adalah bentuk penghindaran pajak yang dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak guna mengurangi beban pajak dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (illegal) (Karlina, 2020).
	Tindakan penggelapan pajak kerap kali dilakukan oleh masyarakat karena kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak terkait sistem perpajakan, dan ketidaktahuan akan ketentuan perpajakan yang ada. Sehingga akhirnya hal tersebut menjadi celah untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum, baik dengan memberikan data keuangan palsu (tidak jujur), dengan sengaja mengurangi beban pajak dari yang seharusnya, bahkan sama sekali tidak melaporkan pajak yang seharusnya terutang. Hal tersebut mungkin dipercaya oleh wajib pajak sebagai tindakan yang membawa keuntungan. Namun, konsekuensi dari tindakan tersebut justru akan sangat merugikan apabila semuanya terungkap. Wajib pajak akan menerima hukuman yang berakibat merugikan finansial yang lebih besar dari yang dapat diterima oleh hasil pelanggaran. Bahkan, akan mendapatkan sanksi sosial hingga hukuman penjara dalam periode waktu tertentu. Apabila tidak dapat menyelesaikan hukuman finansial yang telah ditetapkan, seluruh aset yang dimiliki oleh wajib pajak akan disita dan pastinya akan berdampak terhadap psikologis baik dari keluarga dan diri wajib pajak itu sendiri. 

[bookmark: _Hlk168773215][bookmark: _Toc202867291]2.1.4 Self Assessment System
	Indonesia menganut tiga sistem pemungutan pajak, yaitu self assessment system, official assessment system, dan withholding assessment system. Ketiga sistem pemungutan pajak ini memiliki cara yang berbeda-beda dalam melaporkan pajak yang terutang. Berikut adalah penjelasan masing-masing sistem pemungutan pajak menurut Buku Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak yang ditulis oleh Dr. Widi Widodo, dkk (Widodo et al., 2010)
1. Self Assessment System
Pada sistem ini memberikan tanggung jawab penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, menyetor, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sehingga, dalam sistem ini wajib pajak dianggap mampu untuk menghitung besaran pajak, memiliki kejujuran yang tinggi, serta menyadari pentingnya untuk membayar pajak. 
2. Official Assessment System
Sistem perpajakan yang dipungut oleh aparatur pajak (petugas pajak) guna menentukan besarnya pajak terutang. Wajib pajak hanya menunggu dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh petugas pajak untuk menyetorkan sejumlah yang telah ditetapkan. Dalam sistem ini, seluruh kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya menjadi tanggungjawab aparatur pajak, sehingga berhasil atau tidaknya pemungutan pajak bergantung pada aparatur pajak. 


3. Withholding Assessment System
Dalam sistem ini pihak ketiga adalah pihak yang menentukan berapa besaran pajak terutang yang dimiliki oleh wajib pajak. Pihak ketiga ini bukan wajib pajak itu sendiri, juga bukan petugas pajak. Umumnya, penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan berdasarkan undang-undang perpajakan, Keputusan Presiden, dan peraturan lain yang menyerahkan tanggungjawab sepenuhnya kepada pihak ketiga untuk memotong, memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. 
Dari ketiga sistem pemungutan pajak diatas, yang umum dilakukan oleh wajib pajak adalah self assessment system. Meskipun sebelumnya sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia menggunakan official assessment system, akhirnya mengalami perubahan sebagai cara pemerintah untuk meningkatkan kemandirian wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Menurut (Kurnia, 2017) dalam bukunya “Perpajakan Konsep dan Aspek Formal” ciri-ciri dari penerapan self assessment system adalah:
1. Wajib pajak diberikan peran aktif untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, apabila wajib pajak masih kurang memahami dapat dibantu oleh Konsultan Pajak.
2. Wajib pajak bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya, apabila terjadi kesalahan maka yang harus bertanggung jawab adalah wajib pajak itu sendiri. 
3. Pemerintah atau Instansi Perpajakan harus melakukan pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak dapat dilakukan melalui sosialisasi dan memberi tindakan tegas berupa sanksi apabila pelaksanaan kewajiban perpajakan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
[bookmark: _Toc202867292]2.1.5 Pengetahuan Perpajakan
	Pengetahuan perpajakan adalah landasan utama bagi wajib pajak untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait perpajakannya (Zakya, 2014). Hal-hal yang harus diketahui oleh wajib pajak adalah pemahaman terkait ketentuan umum perpajakan yang berlaku di Indonesia, mulai dari mengetahui subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, cara melakukan penghitungan pajak, jumlah pajak yang terutang, hingga tahapan proses untuk melakukan pengisian formular pajak (Utami et al., 2023). Apabila wajib pajak menguasai pengetahuan perpajakan maka proses pelaksanaan kewajiban perpajakannya akan berjalan dengan benar sesuai peraturan. Namun, sebaliknya apabila wajib pajak tidak memiliki pengetahuan yang baik terkait perpajakan, maka tidak dapat dipungkiri bahwa akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan melanggar aturan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Terdapat beberapa kriteria pengetahuan atau pemahaman terkait perpajakan yang harus dimiliki oleh wajib pajak menurut (Mulyati & Ismanto, 2021):
1. Pengetahuan mengenai prosedur dan tata cara melakukan perpajakan.
2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan yang berlaku umum di Indonesia.
3. Pengetahuan terkait fungsi perpajakan bagi individu dan negara. 
[bookmark: _Hlk168777282][bookmark: _Toc202867293]2.2 Penelitian Terdahulu
Sebagai rujukan dalam penelitian ini, terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang perlu untuk dikemukakan, sebagai berikut:
[bookmark: _Toc202865430]Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu
	No.
	Penulis & Tahun
	Judul Penelitian
	Variabel
	Hasil

	1.


	Erawati & Pawestri, (2022)
	Pengaruh Self Assessment System Terhadap Tax Evasion.
	Independen: Self Assessment System 
Dependen:     Tax Evasion 
	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa self assessment system tidak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak (tax evasion).

	2. 
	Irsan et al., (2023)
	Pengaruh Self Assessment System, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Tindakan Tax Evasion.
	Independen:  Self Assessment System, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak
Depnden:        Tax Evasion
	Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa: 1. Self assessment system tidak berpengaruh terhadap tax evasion, 2. Pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap tax evasion. 3. Tarif pajak tidak berpengaruh terhadap tax evasion. 

	3. 
	Styarini & Nugrahani, (2020)
	Pengaruh Love of Money, Machiavellian, Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Self Assessment System Terhadap Penggelapan Pajak.
	Independen: Love of Money, Machiavellian, Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Self Assessment System.
Dependen:  Penggelapan Pajak

	Berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa love of money, machiavellian, dan self assessment system berpengaruh pada tindakan penggelapan pajak (tax evasion). Sedangkan, tarif pajak dan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. 


Disambung ke halaman berikutnya



Tabel 2.1 Sambungan
	[bookmark: _Hlk193027573]No.
	Penulis & Tahun
	Judul Penelitian
	Variabel
	Hasil

	4.



	Razif & Rasyidah, (2019)
	Pengaruh Self Assessment System, Money Ethics, dan Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Tax Evasion (Studi Kasus Pada KPP Pratama Langsa).
	Independen:  Self Assessment System, Money Ethics, dan Teknologi dan Informasi Perpajakan.
Dependen: Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Tax Evasion.
	Hasil dari penelitian ini setelah dilakukan pengujian, menunjukkan bahwa Self Assessment System, Money Ethics, dan Teknologi dan Informasi Perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai tax evasion. 

	5.
	Meidita & Ngadiman, (2020)
	Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi di Jakarta Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion).
	Independen: Pengetahuan Perpajakan, Keadilan Pajak, Tingkat Penegakan Hukum Pajak
Dependen: Penggelapan Pajak (Tax Evasion) 
	Berdasarkan hasil pengujian terhadap variabel-variabel yang digunakan, diperoleh kesimpulan bahwa pengetahuan perpajakan, keadilan pajak, dan tingkat penegakan hukum pajak berpengaruh negatif terhadap perilaku penggelapan pajak (tax evasion).

	6.
	Saragih & Rusdi, (2022)
	Pengaruh Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serpong.
	Independen: Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan
Dependen: Perilaku Penggelapan Pajak
	Data dari penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa sistem perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan tarif pajak berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak. Sedangkan, sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak. 

	7.
	Khafidah & Indriasih, (2021)
	Pengaruh Self Assessment System, Ketepatan Pengalokasian, Tarif Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Tax Evasion).
	Independen:
Self Assessment System, Ketepatan Pengalokasian, Tarif Pajak

Dependen:
Penggelapan Pajak (Tax Evasion)
	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa self assessment system dan ketepatan pengalokasian berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak. Sedangkan, tarif pajak berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak. 


Disambung ke halaman berikutnya	
Tabel 2.1 Sambungan
	No.
	Penulis & Tahun
	Judul Penelitian
	Variabel
	Hasil

	8.



	Salsabila & Priyadi, (2024)
	Pengaruh Love of Money, Machiavellian, dan Self Assesment System Terhadap Penggelapan Pajak
	Independen:  Love of Money, Machiavellian, dan Self Assessment System
Dependen: Penggelapan Pajak
	Hasil dari penelitian ini menghasilkan temuan bahwa Love of Money, dan Machiavellian tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Sedangkan, Self Assessment System berpengaruh terhadap penggelapan pajak. 

	9.
	Tandisalla & Febriani, (2024)
	Pengaruh Tarif    Pajak dan    Pengetahuan    Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak pada  Wajib Pajak  Orang Pribadi  Pekerja Bebas Khusus Tenaga Ahli
	Independen: Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan
Dependen: Penggelapan Pajak
	Berdasarkan hasil pengujian terhadap variabel-variabel yang digunakan, diperoleh kesimpulan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak, sedangkan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penggelapan pajak. 

	10.
	Marlina, (2018)
	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada KPP Pratama Lubuk Pakam)
	Independen: Intensitas Pemeriksaan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Keadilan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Wajib pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Pajak, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Pajak
Dependen: Persepsi Mengenai Penggelapan Pajak
	Data dari penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa intensitas pemeriksaan pajak, keadilan pajak, kepatuhan wajib pajak, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap persepsi penggelapan pajak. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, sistem perpajakan, serta diskriminasi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap persepsi penggelapan pajak. 


Disambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.1 Sambungan 
	No.
	Penulis & Tahun
	Judul Penelitian
	Variabel
	Hasil

	11.
	Tjendra et al., (2024)
	Analisis Faktor -Faktor yang Memengaruhi Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Literatur Tahun 2018-2023)

	Independen:
45 Faktor umum yang mempengaruhi tindakan penggelapan pajak berdasarkan hasil riset pada situs google scholar  

Dependen:
Tindakan Penggelapan Pajak 
	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 45 faktor umum yang menjadi dasar tindakan penggelapan pajak, terdapat salah satunya yaitu pemahaman perpajakan yang menempati posisi ke-8. Dan pada beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak.


Sumber: Data olahan, 2025	
	Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas terdapat sejumlah persamaan dan perbedaan dengan pengembangan hipotesis penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penulis mengembangkan hipotesis berdasarkan variabel self assessment system dan pengetahuan pajak wajib pajak yaitu berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak (tax evasion). Berikut adalah penjelasan terkait persamaan dan perbedaan antara hasil dari penelitian terdahulu dengan pengembangan hipotesis yang penulis lakukan:
1. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Erawati dan Pawestri pada tahun 2022 menunjukkan bahwa self assessment system tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, sehingga terdapat perbedaan antara hasil penelitian ini dengan pengembangan hipotesis yang penulis lakukan. 
2. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Irsan dkk pada tahun 2023 menunjukkan perbedaan dengan hipotesis yang penulis lakukan yaitu, terletak pada self assessment system yang menunjukkan bahwa tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, dan pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak yang sejalan dengan pengembangan hipotesis yang penulis lakukan.
3. Pada penelitian ketiga yang dilakukan Styarini dan Nugrahani pada tahun 2020 menunjukkan bahwa self assessment system berpengaruh terhadap penggelapan pajak yang mana hal ini sejalan dengan pengembangan hipotesis yang penulis lakukan, sedangkan pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak yang mengakibatkan adanya perbedaan dengan hipotesis yang dilakukan oleh penulis. 
4. Penelitian keempat yang dilakukan oleh Razif dan Rasyidah pada tahun 2019 sejalan dengan penelitian ketiga yang dilakukan oleh Styarini dan Nugrahani yaitu, self assessment system berpengaruh terhadap penggelapan pajak yang sejalan dengan pengembangan hipotesis yang dilakukan penulis. 
5. Pada penelitian kelima yang dilakukan oleh Meidita dan Ngadiman tahun 2020, menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak maka hal ini berbanding lurus dengan pengembangan hipotesis yang dilakukan oleh penulis. 
6. Pada penelitian keenam yang dilakukan oleh Saragih dan Rusdi tahun 2022, menunjukkan hasil bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak yang sejalan dengan pengembangan hipotesis yang penulis lakukan. 
7. Pada penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Khafidah dan Indriasih pada tahun 2021 menunjukkan bahwa self assessment system tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak yang mana hal ini tidak sejalan dengan pengembangan hipotesis yang penulis lakukan. 
8. Pada penelitian kedelapan yang dilakukan oleh Salsabila dan Priyadi pada tahun 2024 menyatakan bahwa self assessment system berpengaruh terhadap penggelapan pajak sehingga hal ini sejalan dengan pengembangan hipotesis yang penulis lakukan.
9. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Tandisalla dan Febriani pada tahun 2024 menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini sejalan dengan hipotesis yang penulis tetapkan.
10. Penelitian kesepuluh yang dilakukan oleh Marliana pada tahun 2018 menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap penggelapan pajak yang tidak sejalan dengan hipotesis yang penulis tentukan. 
11. Selanjutnya, penelitian terakhir yang dilakukan oleh Tjandra dkk pada tahun 2024 menunjukkan beberapa faktor umum yang menjadi penyebab terjadinya tindakan penggelapan pajak, salah satunya yaitu pemahaman perpajakan yang berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Hal ini tidak sejalan dengan pengembangan hipotesis yang penulis tetapkan. 
[bookmark: _Hlk168779835][bookmark: _Toc202867294]2.3 Kerangka Konsep
	Berdasarkan landasan teori dan beberapa penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai bahan acuan dengan hubungannya terhadap fenomena dan variabel penelitian, maka penulis menyusun kerangka konseptual yang berisi gambaran umum terkait penelitian, sebagai berikut:
	Theory of Planned Behaviour

	
	 Perspektif Kontrol Perilaku
 Sikap Terhadap Perilaku

Norma Subjektif




Self Assessment     System
Pengetahuan Pajak  Wajib Pajak
Deterrence Theory




Penggelapan Pajak (Tax Evasion)

[bookmark: _Toc168870479]
Gambar 2. 2 Kerangka Konsep

[bookmark: _Toc202867295]2.4 Pengembangan Hipotesis
[bookmark: _Hlk168782170][bookmark: _Toc202867296]2.4.1 Pengaruh Self Assessment System Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion)
	Dengan menggunakan theory of planned behaviour memberikan penjelasan tentang bagaimana perilaku atau tindakan dapat tercipta berdasarkan niat yang mempengaruhinya. Jika dikaitkan dengan penggelapan pajak maka perilaku yang timbul dalam diri seorang wajib pajak dipengaruhi oleh niat untuk bertindak baik atau buruk. Sifat seseorang cenderung mencari hal yang lebih menguntungkan untuk diri sendiri, meskipun akan merugikan banyak orang. Melalui 3 faktor utama terbentuknya niat dan menghasilkan tindakan yaitu, sikap, norma subjektif, dan perspektif kontrol perilaku memiliki peran masing-masing dalam diri wajib pajak. Ketiga hal ini dapat berperan sekaligus, atau hanya salah satu saja yang menjadi faktor timbulnya suatu tindakan. 
Dengan diberlakukannya sistem pemungutan pajak yaitu, self assessment system terhadap penggelapan pajak dapat terjadi karena wajib pajak merasa bahwa dengan melaporkan secara mandiri kewajiban perpajakan maka jumlah pajak yang seharusnya terutang dapat dikurangi atau direkayasa. Hal ini sejalan dengan temuan (Salsabila & Priyadi, 2024) yang menyatakan bahwa dengan diterapkannya sistem pemungutan pajak melalui self assessment system akan semakin membuka peluang terjadinya penghindaran pajak dengan melakukan tindakan penggelapan pajak secara sengaja. Berdasarkan penjabaran diatas, maka rumusan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:
H1: Self Assessment System berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak 
[bookmark: _Toc202867297]2.4.2 Pengaruh Pengetahuan Pajak Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion)
	Dengan menggunakan theory of planned behaviour memberikan penjelasan tentang bagaimana perilaku atau tindakan dapat tercipta berdasarkan niat yang mempengaruhinya. Pengetahuan perpajakan seorang wajib pajak termasuk dalam faktor internal yang akan mempengaruhi penggelapan pajak (Tandisalla & Febriani, 2024). Pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak dapat diukur melalui pemahaman terhadap hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai seorang wajib pajak. Kaitannya pengetahuan pajak terhadap penggelapan pajak adalah jika wajib pajak masih kurang dalam memahami ketentuan dan tata cara perpajakan maka wajib pajak tidak akan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar. Namun, sebaliknya jika wajib pajak telah memiliki pemahaman dan pengetahuan yang baik terkait perpajakan maka tidak akan ada lagi tindakan penggelapan pajak. 
Keterbatasan pendidikan yang dimiliki oleh wajib pajak, dan kurangnya perhatian petugas pajak dalam memberikan sosialisasi atau pengarahan terhadap wajib pajak dapat menjadi faktor yang mempengaruhi tindakan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Diharapkan dengan terpenuhinya pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak, akan semakin mengurangi tindakan penggelapan pajak. Temuan oleh (Tulalessy & Loupatty, 2023) mendukung persepsi di atas, dengan menunjukkan bahwa tingkat pemahaman atau pengetahuan perpajakan seorang wajib pajak yang semakin baik, maka imbal balik dari tindakan yang terjadi adalah akan cenderung tidak melakukan penggelapan pajak. Dengan bertambahnya pengetahuan seseorang akan semakin meningkatkan pola pikir yang dimiliki untuk tidak melakukan tindakan yang bersifat merugikan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:
H2: Pengetahuan pajak wajib pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak
	Berdasarkan penjelasan diatas, dan untuk dapat memahami lebih baik lagi terkait variabel-variabel yang diduga mempengaruhi tindakan penggelapan pajak adalah self assessment system dan pengetahuan pajak wajib pajak, maka penelitian ini menggunakan model penelitian sebagai berikut:
[bookmark: _Toc168870480][image: ]
Gambar 2. 3 Model Penelitian




[bookmark: _Hlk202808178][bookmark: _Toc202867298]BAB III
[bookmark: _Toc181661511][bookmark: _Toc193286786][bookmark: _Toc193294848][bookmark: _Toc194908982][bookmark: _Toc202867299]METODE PENELITIAN

[bookmark: _Hlk168826548][bookmark: _Toc202867300]3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
	Variabel dalam penelitian ini terbagi dalam dua kategori, yaitu variabel bebas (independent variable) dan variabel terikat (dependent variable). Penulis memfokuskan variabel bebas pada self assessment system dan pengetahuan pajak wajib pajak, sedangkan variabel terikat ada pada fenomena penggelapan pajak. Subjek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi dengan kategori pengusaha bebas & UMKM.
[bookmark: _Hlk168832166][bookmark: _Toc202867301]3.1.1 Penggelapan Pajak
[bookmark: _Hlk179500909]	 Penggelapan pajak merupakan salah satu cara untuk melakukan tindakan penghindaran pajak yang melanggar peraturan Undang-Undang dan ilegal untuk dilakukan. Pada penelitian ini memfokuskan tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajiib pajak orang pribadi di Kota Samarinda. Dalam penelitian ini penggelapan pajak (tax evasion) berperan sebagai variabel dependen yang dilambangkan (Y) dan diproksi oleh indikator-indikator menurut (Zain, 2008) yaitu, tidak melaporkan SPT, tidak menyampaikan SPT, penyalahgunaan NPWP, dan tidak menyetorkan pajak. Penjelasan dari proksi indikator-indikator tersebut dapat dilihat pada keterangan di bawah, yang selanjutnya indikator-indikator ini dibagi berdasarkan pernyataan positif dan negatif.
1. Dengan sengaja tidak melaporkan SPT, baik tidak mengisi bahkan tidak menyerahkan formulir SPT yang sesuai dengan kewajiban perpajakan wajib pajak. (Y1)
2. Melakukan penyampaian SPT dengan tidak benar, informasi yang dicantumkan dalam formulir SPT tidak sesuai dengan data-data pendukung yang harus disertakan dalam pelaporan SPT. (Y2)
3. Penyalahgunaan NPWP, menggunakan NPWP milik orang lain	atau menggunakan NPWP milik pribadi namun digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan kewajiban perpajakan wajib pajak yang sebanarnya. (Y3)
4. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong, dengan sengaja tidak menyetorkan pajak dan berakibat negara mengalami kerugian. (Y4)
[bookmark: _Toc193292961]Tabel 3.1 Indikator Penggelapan Pajak
	Variabel Dependen
	Indikator
	Butiran Pernyataan

	Penggelapan Pajak
	Dengan Sengaja Tidak Melaporkan SPT
	Y.1a (+)
Y.1b (-)

	
	Melakukan Penyampaian SPT Dengan Tidak Benar
	Y.2a (+)
Y.2b (-)

	
	Penyalahgunaan NPWP
	Y.3a (+)
Y.3b (-)

	
	Tidak Menyetorkan Pajak yang Telah Dipungut atau Dipotong
	Y.4a (+)
Y.4b (-)


Sumber: Data Olahan, 2024
[bookmark: _Toc202867302]3.1.2 Self Assessment System
	Self assessment system adalah sistem yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab penuh bagi wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan menyetorkan sendiri kewajiban perpajakannya. Pada penelitian ini memfokuskan tindakan self assessment system yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi di Kota Samarinda. Dalam penelitian ini self assessment system berperan sebagai variabel independen yang dilambangkan (X1) dan diproksi oleh indikator-indikator menurut (Resmi, 2014) yaitu, menghitung secara mandiri, melakukan pembayaran secara mandiri, melaporkan secara mandiri, dan mempertanggungjawabkan setiap perhitungan. Penjelasan dari proksi indikator-indikator tersebut dapat dilihat pada keterangan di bawah, yang selanjutnya indikator-indikator ini dibagi berdasarkan pernyataan positif dan negatif.
1. Dapat memperhitungkan secara mandiri jumlah pajak yang terutang dan yang harus dilunasi selama tahun berjalan. (X1.1)
2. Melakukan pembayaran pajak yang terutang secara mandiri, baik dengan cara datang ke Bank, melalui kantor pos, atau secara online. (X1.2)
3. Melaporkan secara mandiri pajak yang terutang dengan mengisi formulir SPT dengan lengkap dan benar. (X1.3)
4. Dapat mempertanggungjawabkan setiap perhitungan dan penyetoran pajak yang terutang. (X1.4)
[bookmark: _Toc193292962]Tabel 3. 2 Indikator Self Assessment System
	Variabel Independen
	Pernyataan
	Butiran Pernyataan

	Self Assessment System
	Mampu Menghitung Sendiri Jumlah Pajak yang Terutang
	X1.1a (+)
X1.1b (-)

	
	Melakukan Pembayaran Pajak Terutang Secara Mandiri
	X1.2a (+)
X1.2b (-)

	
	Melakukan Pelaporan Pajak yang Terutang Secara Mandiri
	X1.3a (+)
X1.3b (-)

	
	Mampu Bertanggungjawab Terhadap Setiap Perhitugan dan Penyetoran Pajak yang Terutang
	X1.4a (+)
X1.4b (-)


Sumber: Data Olahan, 2024

[bookmark: _Toc202867303]3.1.3 Pengetahuan Pajak Wajib Pajak
	Pengetahuan perpajakan wajib pajak adalah faktor internal yang mempengaruhi paham atau tidaknya wajib pajak terhadap tanggung jawab yang dimilikinya. Pada penelitian ini memfokuskan pengetahuan pajak wajib pajak yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi di Kota Samarinda. Dalam penelitian ini pengetahuan pajak wajib pajak berperan sebagai variabel independen yang dilambangkan (X2) dan diproksi oleh indikator-indikator menurut (Widayati & Nurlis, 2010) yaitu, mengetahui hak dan kewajiban, memiliki NPWP, paham sanksi, mengetahui dan memahami cara menghitung dan melaporkan pajak, memiliki pengetahuan yang didapatkan secara formal dan nonformal. Penjelasan dari proksi indikator-indikator tersebut dapat dilihat pada keterangan di bawah, yang selanjutnya indikator-indikator ini dibagi berdasarkan pernyataan positif dan negatif.
1. Mengetahui dan memahami terkait hak dan kewajiban sebagai seorang wajib pajak. (X2.1)
2. Telah terdaftar dan memiliki NPWP. (X2.2)
3. Paham akan sanksi perpajakan, apabila melakukan pelanggaran. (X2.3)
4. Mengetahui tentang PKP (Penghasilan Kena Pajak), PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), dan tarif pajak agar dapat memahami cara mengitung dan melaporkan kewajiban perpajakan dengan lengkap dan benar. (X2.4)
5. Memperoleh pemahaman dan pengetahuan terkait perpajakan melalui sosialisasi, pendidikan formal, pelatihan, membaca berita, dan kegiatan lain yang menambah ilmu pengetahuan wajib pajak. (X2.5)
[bookmark: _Toc193292963]Tabel 3. 3 Indikator Pengetahuan Pajak Wajib Pajak
	Variabel Independen
	Indikator
	Butiran Pernyataan

	Pengetahuan Pajak Wajib Pajak 
	Mengetahui dan Memahami Hak dan Kewajiban Seorang Wajib Pajak
	X2.1a (+)
X2.1b (-)

	
	Telah Terdaftar dan Memiliki NPWP
	X2.2a (+)
X2.2b (-)

	
	Paham akan Sanksi Perpajakan
	X2.3a (+)
X2.3b (-)

	
	Mengetahui Unsur Pajak dan Memahami Tata Cara Pelaporan Pajak
	X2.4a (+)
X2.4b (-)

	
	Telah Memperoleh Pemahaman Terkait Perpajakan dari Kegiatan Formal dan Informal
	X2.5a (+)
X2.5b (-)


Sumber: Data Olahan, 2024
Dasar penelitian ini akan diukur menggunakan skala likert dengan 2 kriteria, sebagai berikut:
[bookmark: _Toc193292964]Tabel 3. 4 Poin Skala Likert
	Keterangan
	Positif (+)
	Negatif (-)

	Sangat Tidak Setuju
	1
	5

	Tidak Setuju
	2
	4

	Netral
	3
	3

	Setuju
	4
	2

	Sangat Setuju
	5
	1


Sumber: Data Olahan, 2024
[bookmark: _Hlk168842849][bookmark: _Toc202867304]3.2 Populasi dan Sampel
[bookmark: _Toc202867305]3.2.1 Populasi
	Populasi dalam penelitian ini adalah setiap individu yang berdomisili di Kota Samarinda dan telah terdaftar sebagai wajib pajak serta memiliki NPWP. Tidak ada spesifikasi tertentu untuk masuk sebagai populasi penelitian ini, namun penelitian ini dikhususkan bagi setiap individu yang bertempat tinggal di Kota Samarinda dan telah terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi di KPP Wilayah Samarinda. 
[bookmark: _Toc202867306]3.2.2 Sampel
	Sampel adalah bagian dari populasi, dari keseluruhan populasi yang ada sampel hanya sebagian dari populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP dan termasuk dalam kategori WPOP pengusaha bebas & UMKM yang memisahkan pembayaran antara pajak pribadi dengan pembayaran pajak usaha. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu stratified random sampling. Stratified random sampling adalah teknik pengambilan sampel yang membagi populasi menjadi beberapa kelompok kecil atau strata berdasarkan kriteria penelitian, lalu setelah itu akan diambil sampel acak dari setiap strata yang telah ditentukan. Penelitian ini akan menggunakan data dari KPP Wilayah Samarinda, untuk diketahui daftar wajib pajak orang pribadi di 10 kecamatan yang ada di kota Samarinda, dan dari data tersebut akan diambil 100 wajib pajak orang pribadi per kecamatan. Berikut adalah daftar kecamatan yang ada di Samarinda, dan jumlah WPOP yang terdaftar:
[bookmark: _Toc193292965]Tabel 3. 5 Daftar Kecamatan dan Jumlah WPOP Kota Samarinda
	No.
	Kecamatan
	Jumlah WPOP
	Sampel Slovin

	1.
	Loa Janan Ilir
	23.398
	100

	2.
	Palaran
	21.000
	100

	3.
	Samarinda Sebrang
	24.606
	100

	4.
	Samarinda Ulu
	62.532
	100

	5.
	Sungai Kunjang
	51.556
	100

	6.
	Samarinda Ilir
	28.168
	100

	7.
	Samarinda Kota
	20.490
	100

	8.
	Samarinda Utara
	39.179
	100

	9.
	Sambutan
	17.900
	100

	10.
	Sungai Pinang
	42.421
	100

	Total
	331.250
	1.000


[bookmark: _Hlk168852502]Sumber: Data KPP Samarinda, 2024

[bookmark: _Toc202867307]3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
	Data responden yang menjadi objek penelitian ini diperoleh dari KPP Wilayah Samarinda yaitu wajib pajak yang terdaftar secara sistem dan memiliki NPWP. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari penyebaran kuisoner terhadap responden yang tercatat sebagai wajib pajak di 10 kecamatan yang ada di Samarinda. Data yang diperoleh adalah data primer yang didapatkan secara langsung melalui responden. Dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu penyebaran kuisoner melalui google form. Kuisoner akan disebarkan melalui link google form kepada responden yang memenuhi kriteria penelitian. Setelah responden mengisi link google form, maka hasilnya akan masuk ke google drive peneliti, untuk selanjutnya dilakukan pengolahan data. 
[bookmark: _Toc202867308]3.4 Jenis Penelitian
	Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Dengan tujuan untuk menemukan hubungan antara dua variabel atau lebih agar diperoleh pemahaman yang mendalam terkait dua atau lebih variabel. Melalui pendekatan ini akan diperoleh hubungan sebab-akibat yang menghubungkan antar dua atau lebih variabel, yang terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. 
[bookmark: _Toc202867309]3.5 Alat Analisis Data
	Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Partial Least Squares Structural Equation Model (PLS SEM) versi 4.

[bookmark: _Toc202867310]3.6 Analisis Instrumen Data
[bookmark: _Toc202867311]3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif
	Statistik deskriptif menjadi alat ukur yang penting guna merinci informasi terkait objek penelitian. Pendekatan ini memungkinkan untuk memahami karakteristik data atau sampel populasi tanpa perlu terlibat dalam analisis yang mendalam atau menyimpulkan secara umum (Sugiyono, 2021). Dalam konteks ini, presentasi data memainkan peran kunci melalui berbagai metode, seperti table sederhana, distribusi frekuensi, grafik, diagram, serta penjelasan kelompok dan variasi kelompok. Semua ini bertujuan untuk memberikan pandangan mendalam tentang berbagai aspek dan detail yang terkandung dalam dataset.
[bookmark: _Toc202867312]3.6.2 Structural Equation Modelling Partial Least Square (SEM-PLS)
	Structural Equation Modeling (SEM) merupakan bidang kajian statistik yang menguji rangkaian hubungan yang rumit untuk diukur secara bersamaan. SEM menggunakan teknik multivariate analysis yang menggabungkan analisis faktor dengan analisis regresi (korelasi) yang bertujuan untuk menguji hubungan antara variabel yang ada pada sebuah model, antar indikator dengan konstruk maupun hubungan antar konstruk (Evan, 2022). PLS (Partial Least Square) adalah sebuah metode analisis alternatif dari Structural Equation Modelling (SEM) yang berbasis pada kovarian. Dengan menggunakan metode PLS akan lebih mudah karena berfokus pada pembangunan model prediksi dibandingkan dengan uji kausalitas, dan akan menggunakan perangkat lunak SMART-PLS 4.0. Terdapat beberapa tahap dalam analisis menggunakan PLS yaitu, model pengukuran (outer model), model structural (inner model), dan pengujian hipotesis (Iba & Wardhana, 2024). 
[bookmark: _Toc202867313]3.6.2.1 Model Pengukuran (Outer Model)
	Pada alat analisis data SEM-PLS terdapat dua jenis validitas yaitu konvergen dan diskriminan. Tujuan dari outer model adalah memastikan bahwa seluruh indikator pada variabel laten memiliki nilai konvergensi dan diskriminasi yang memadai (Iba & Wardhana, 2024). Terdapat beberapa langkah yang harus dijalankan pada metode SEM-PLS, pertama adalah outer model atau dikenal dengan pengujian validitas konstruk yang didalamnya melibatkan uji validitas konvergen, uji validitas diskriminan, dan uji reliabilitas. Pada pengujian validitas konvergen dilakukan untuk menilai keabsahan setiap indikator terhadap konstruknya, dengan nilai ideal loading factor lebih besar dari 0,7 dan nilai AVE berada diatas  0,5 maka indikator penelitian dapat dikatakan valid (Ghozali & Latan, 2015). 
	Uji validitas diskriminan digunakan untuk melihat hasil pengukuran suatu konstruk yang saling berkorelasi dengan tingkat tinggi, rendah, ataupun sama sekali tidak memiliki korelasi dengan konstruk lain. Penilaian uji ini dilakukan dengan memperhatikan cross loading dari setiap indikator. Apabila dalam konstruk tertentu menunjukkan nilai cross loading yang lebih tinggi daripada nilai konstruk lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa indikator tersebut memiliki validitas diskriminan yang tinggi (Ghozali & Latan, 2015). Selain digunakan untuk menguji validitas, pengukuran model juga digunakan untuk mengevaluasi permasalahan atau kendala dalam suatu konstruk. Pengujian reliabilitas dilakukan untuk menunjukkan konsistensi, ketetapan instrument, dan keakuratan dalam mengukur konstruk tersebut. Berikut adalah penetapan pengujian validitas konstruk dalam outer model: 
[bookmark: _Toc193292966]Tabel 3. 6 Ringkasan Rule of Thumb Evaluasi Model Pengukuran
	Uji Validitas
	Parameter
	Rule of Thumb

	Validitas Konvergen
	Loading Factor
	· > 0,7 untuk Confirmatory Research 
· > 0,6 untuk Exploratory Research 

	
	Average Variance Extracted (AVE)
	· > 0,5 untuk Confirmatory maupun Exploratory Research 

	
	Communality 
	· > 0,5 untuk Confirmatory maupun Exploratory Research 

	Validitas Diskriminan
	Cross Loading
	· > 0,7 untuk setiap variabel

	Reliabilitas
	Cronbach’s Alpha
	· > 0,7 untuk Confirmatory Research 
· > 0,6 masih dapat diterima untuk Exploratory Research 

	
	Composite Reliability 
	· > 0,7 untuk Confirmatory Research 
· > 0,6 – 0,7 masih dapat diterima untuk Exploratory Research 


Sumber: (Ghozali & Latan, 2015)
[bookmark: _Toc202867314]3.6.2.2 Model Struktural (Inner Model)
	Analisis model struktural (inner model) dalam SEM-PLS dapat dilakukan dengan memeriksa nilai R2 untuk variabel dependen dan koefisien jalur (path coefficients) (Iba & Wardhana, 2024). Pengujian berdasarkan koefisien jalur bertujuan untuk menilai signifikansi dan pengaruh yang direpresentasikan dalam nilai t. Nilai t diperoleh melalui proses bootstrapping menggunakan perangkat lunak SMART-PLS 4.0. Terdapat beberapa komponen kriteria dalam penilaian inner model, yaitu nilai r-square, nilai f-square (effect size), dan analisis jalur (path analysis). R-square digunakan untuk menjelaskan sejauh mana variabel laten eksogen mempengaruhi laten endogen dan menilai apakah terdapat pengaruh substansial. Koefisien determinasi atau r-square berisi gambaran tentang sejauh apakah variabel endogen dapat dijelaskan oleh variabel eksogen dengan rentang nilai antara 0 dan 1. Nilai r-square sebesar 0,67 merupakan nilai koefisien determinasi yang kuat, nilai 0,33 merupakan koefisien determinasi moderat, dan nilai 0,19 merupakan niali koefisien determinasi yang lemah (Ghozali & Latan, 2015). Pada uji f-square dapat digunakan agar dapat mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai f-square 0,02 (lemah), 0,15 (menengah) dan 0,35 (tinggi) (Ghozali & Latan, 2015).  Analisis jalur atau path analysis digunakan ketika model penelitian menggunakan variabel mediasi atau moderasi, analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh hubungan langsung dan tidak langsung dalam suatu model. 
[bookmark: _Toc202867315]3.6.2.3 Uji Hipotesis
Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel independen (self assessment system dan pengetahuan pajak wajib pajak) terhadap variabel dependen (tax evasion atau penggelapan pajak) dalam penelitian ini. Pada penelitian ini menggunakan perangkat lunak Smart PLS 4.0, dengan metode bootstrapping untuk dapat melihat nilai signifikansi pengaruh antar variabel pada koefisien jalur. Hipotesis penelitian dikatakan diterima apabila nilai signifikansi < 0,05 dan koefisien berarah positif, sedangkan sebaliknya hipotesis dikatakan ditolak apabila nilai signifikansi > 0,05 atau koefisien berarah negatif. 


[bookmark: _Hlk202808255][bookmark: _Toc202867316]BAB IV
[bookmark: _Toc193286804][bookmark: _Toc193294866][bookmark: _Toc194909000][bookmark: _Toc202867317]HASIL DAN PEMBAHASAN

[bookmark: _Toc202867318]4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian
	Penyebaran kuesioner dilakukan di Kota Samarinda secara online menggunakan google form melalui metode Stratified Random Sampling yang merupakan pengambilan sampel dengan membagi populasi menjadi beberapa kelompok kecil atau strata berdasarkan kriteria penelitian, lalu setelah itu akan diambil sampel acak dari setiap strata yang telah ditentukan. 
	Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang berdomisili di Kota Samarinda, dan disebarkan sebanyak 1.078 kuesioner dan yang terisi sebanyak 1.078 kuesioner. Berdasarkan dari pengisian kuesioner ini sangat memuaskan karena peneliti membutuhkan sebanyak 1000 data kuesioner yang diisi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Samarinda yang dibagi menjadi 10 kecamatan dengan masing-masing mengisi sebanyak 100 kuesioner yang dibagikan melalui link google form kepada Wajib Pajak.
[bookmark: _Toc202867319]4.1.1 Deskripsi Jenis Kelamin Responden
	Berdasarkan 1.078 kuesioner yang memenuhi syarat, jenis kelamin responden dapat dilihat pada tabel berikut ini:
[bookmark: _Toc193292856][bookmark: _Toc193292914]Tabel 4. 1 Jenis Kelamin Responden
	Jenis Kelamin
	Jumlah
	Persentase

	Laki-Laki
	486
	45,1%

	Perempuan
	592
	54.9%

	Total
	1.078
	100%


Sumber: Data olahan, 2025
Pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa jenis kelamin responden dalam penelitian ini yaitu Laki-Laki sebanyak 486 (45,1%), dan Perempuan sebanyak 592 (54,9%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden Perempuan lebih banyak dari responden Laki-Laki.
[bookmark: _Toc202867320]4.1.2 Deskripsi Usia Responden
	Berdasarkan 1.078 kuesioner yang memenuhi syarat, usia responden dapat dilihat pada tabel berikut ini:
[bookmark: _Toc193292857][bookmark: _Toc193292915]Tabel 4. 2 Usia Responden
	Usia
	Jumlah
	Persentase

	20-25 Tahun
	197
	18,3%

	26-30 Tahun
	295
	27,4%

	31-35 Tahun
	309
	28,7%

	36-40 Tahun
	169
	15,7%

	>40 Tahun 
	108
	10%

	Total
	1.078
	100%


Sumber: Data olahan. 2025
	Pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa usia responden dalam penelitian ini yaitu usia 20-25 tahun sebanyak 197 (18,3%), usia 26-30 tahun sebanyak 295 (27,4%), usia 31-35 tahun sebanyak 309 (28,7%), usia 36-40 tahun sebanyak 169 (15,7%), dan usia >40 tahun sebanyak 108 (10%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak berusia 31-35 tahun.
[bookmark: _Toc202867321]4.1.3 Deskripsi Pendidikan Terakhir Responden 
	Berdasarkan 1.078 kuesioner yang memenuhi syarat, pendidikan terakhir responden dapat dilihat pada tabel berikut:

[bookmark: _Toc193292858][bookmark: _Toc193292916]Tabel 4. 3 Pendidikan Terakhir Responden
	Pendidikan Terakhir
	Jumlah
	Persentase

	SD-SMA
	211
	19,6%

	Diploma
	157
	14,6%

	Sarjana (S1)
	565
	52,4%

	Profesi
	72
	6,7%

	Magister (S2)
	73
	6,8%

	Total
	1.078
	100%


Sumber: Data olahan, 2025
	Pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa pendidikan terakhir responden dalam penelitian ini yaitu SD-SMA sebanyak 211 (19,6%), Diploma sebanyak 157 (14,6%), Sarjana (S1) sebanyak 565 (52,4%), Profesi sebanyak 72 (6,7%), Magister (S2) sebanyak 73 (6,8%). Dapat disimpulkan pendidikan terakhir responden terbanyak ada pada tingkat Sarjana (S1). 
[bookmark: _Toc202867322]4.1.4 Deskripsi Kecamatan Responden
	Berdasarkan 1.078 kuesioner yang memenuhi syarat, rincian mengenai kecamatan responden dapat dilihat dalam tabel berikut:
[bookmark: _Toc193292859][bookmark: _Toc193292917]Tabel 4. 4 Kecamatan Responden
	Kecamatan
	Jumlah
	Persentase

	Loa Janan Ilir
	107
	9,9%

	Palaran
	108
	10%

	Samarinda Ilir
	106
	9,8%

	Samarinda Kota
	111
	10,3%

	Samarinda Sebrang
	102
	9,5%

	Samarinda Ulu
	104
	9,6%

	Samarinda Utara
	103
	9,6%

	Sambutan
	110
	10,2%

	Sungai Kunjang
	106
	9,8%

	Sungai Pinang
	121
	11,2%

	Total
	1.078
	100%


Sumber: Data olahan, 2025
	Dari data yang tertera pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa rincian kecamatan responden dalam penelitian ini yaitu Loa Janan Ilir sebanyak 107 (9,9%), Palaran sebanyak 108 (10%), Samarinda Ilir sebanyak 106 (9,8%), Samarinda Kota sebanyak 111 (10,3%), Samarinda Sebrang sebanyak 102 (9,5%), Samarinda Ulu sebanyak 104 (9,6), Samarinda Utara sebanyak 103 (9,6%), Sambutan sebanyak 110 (10,2%), Sungai Kunjang sebanyak 106 (9,8%), dan Sungai Pinang sebanyak 121 (11,2%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden yang mengisi kuesioner ini paling banyak berasal dari kecamatan Sungai Pinang. 
[bookmark: _Toc202867323]4.1.5 Deskripsi Penghasilan Responden
	Berdasarkan 1.078 kuesioner yang memenuhi syarat, rincian mengenai penghasilan yang dimiliki oleh responden adalah sebagai berikut:
[bookmark: _Toc193292860][bookmark: _Toc193292918]Tabel 4. 5 Penghasilan Responden
	Penghasilan
	Jumlah
	Persentase

	Rp 1.500.000 - Rp 3.499.000
	108
	10%

	Rp 3.500.000 - Rp 4.999.000
	247
	22,9%

	Rp 5.000.000 - Rp 6.999.000
	394
	36,5%

	Rp 7.000.000 - Rp 9.999.000
	211
	19,6%

	>Rp 10.000.000
	118
	10,9%

	Total
	1.078
	100%


Sumber: Data olahan, 2025
	Dari data yang tertera pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah penghasilan responden dalam penelitian ini dengan jumlah Rp 1.500.000 – Rp 3.499.000 sebanyak 108 (10%), Rp 3.500.000 – Rp 4.999.000 sebanyak 247 (22,9%), Rp 5.000.000 – Rp 6.999.000 sebanyak 394 (36,5%), Rp 7.000.000 – Rp 9.999.000 sebanyak 211 (19,6%), dan > Rp 10.000.000 sebanyak 118 (10,9%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah penghasilan responden terbanyak ada pada angka Rp 5.000.000 – Rp 6.999.0000. 

[bookmark: _Toc202867324]4.1.6 Deskripsi Klasifikasi Lapangan Usaha Responden
	Berdasarkan 1.078 kuesioner yang memenuhi syarat, rincian mengenai klasifikasi lapangan usaha yang dimiliki oleh responden adalah sebagai berikut:
[bookmark: _Toc193292861][bookmark: _Toc193292919]Tabel 4. 6 Klasifikasi Lapangan Usaha Responden
	Klasifikasi Lapangan Usaha
	Jumlah
	Persentase

	Sektor Pertanian 
	64
	6%

	Sektor Peternakan
	58
	5,4%

	Sektor Perikanan
	68
	6,3%

	Sektor Perdagangan
	192
	17,8%

	Sektor Perindustrian
	120
	11,1%

	Sektor Pertambangan 
	72
	6,7%

	Sektor Transportasi dan Pergudangan
	71
	6,6%

	Sektor Pariwisata dan Properti
	109
	10,1%

	Sektor Teknologi, Informasi, dan Komunikasi
	93
	8,6%

	Sektor Jasa
	113
	10,5%

	Sektor Jasa Lain
	63
	5,8%

	Sektor Pengadaan Listrik
	11
	1%

	Sektor Pengelolaan Air
	5
	0,5%

	Sektor Konstruksi
	3
	0,3%

	Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum
	36
	3,3%

	Total
	1.078
	100%


Sumber: Data olahan, 2025
	Dari data yang disajikan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa klasifikasi lapangan usaha responden  meliputi, sektor pertanian sebanyak 64 (6%), sektor peternakan sebanyak 58 (5,4%), sektor perikanan sebanyak 68 (6,3%), sektor perdagangan sebanyak 192 (18,8%), sektor perindustrian sebanyak 120 (11,1%), sektor pertambangan sebanyak 72 (6,7%), sektor transportasi dan pergudangan sebanyak 71 (6,6%), sektor pariwisata dan properti sebanyak 109 (10,1%), sektor teknologi, informasi, dan komunikasi sebanyak 93 (8,6%), sektor jasa sebanyak 113 (10,8%), sektor jasa lain sebanyak 63 (5,8%), sektor pengadaan listrik sebanyak 11 (1%), sektor pengelolaan air sebanyak 5 (0,5%), sektor konstruksi sebanyak 3 (0,3%), sektor penyediaan akomodasi makan dan minum sebanyak 36 (3,3%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa jenis bidang usaha responden yang terbanyak adalah usaha perdagangan.
[bookmark: _Toc202867325]4.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif
	Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk mengetahui jawaban atas pernyataan-pernyataan yang disajikan dalam kuesioner pada setiap indikator. Analisis ini menggunakan cara yaitu dengan menggabungkan tanggapan yang diberikan oleh responden berdasarkan skala likert 1-5 pada setiap indikator yang tertera. 
[bookmark: _Toc202867326]4.2.1 Analisis Deskriptif Penggelapan Pajak (Y1)
	Penggelapan pajak merupakan suatu tindakan guna meminimalisir bahkan menghilangkan kewajiban perpajakan secara illegal yang dilakukan oleh wajib pajak. Dalam penelitian ini terdapat 4 indikator utama yang menjadi dasar wajib pajak teridentifikasi melakukan tindakan penggelapan pajak yang tercermin dalam 4 pernyataan positif dan 4 pernyataan negatif secara terpisah. Hasil dari analisis deskriptif penggelapan pajak ini disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut, yang berisi jawaban dari responden dan nilai rata-rata (mean). 
[bookmark: _Toc193292862][bookmark: _Toc193292920]Tabel 4. 7 Deskriptif Variabel Penggelapan Pajak
	[bookmark: _Hlk190884159]Indikator
	Jawaban Responden
	Rata-rata (mean)

	
	1 (STS)
	2 (TS)
	3 (N)
	4 (S)
	5 (SS)
	

	Y1 (+)
	4
	12
	44
	372
	646
	4,52

	Y2 (+)
	3
	13
	46
	435
	581
	4,45

	Y3 (+)
	2
	13
	44
	480
	539
	4,42

	Y4 (+)
	4
	9
	38
	443
	584
	4,47




	[bookmark: _Hlk190888295]Indikator
	Jawaban Responden
	Rata-rata (mean)

	
	1 (SS)
	2 (S)
	3 (N)
	4 (TS)
	5 (STS)
	

	Y5 (-)
	4
	18
	31
	424
	601
	4,48

	Y6 (-)
	10
	9
	31
	425
	603
	4,48

	Y7 (-)
	9
	15
	45
	456
	553
	4,41

	Y8 (-)
	10
	18
	36
	468
	546
	4,40


Sumber: Data olahan, 2025
Berdasarkan tabel di atas, hasil analisis statistik deskriptif dari pernyataan (Y1) positif menyatakan nilai rata-rata (mean) 4,52 yang sejalan dengan pernyataan negatif (Y5) dengan nilai rata-rata (mean) 4,48. Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak menyadari akan tanggungjawab untuk mengisi dan melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dapat dilihat pada tabel di atas, hasil analisis statistik deskriptif dari pernyataan (Y2) positif menyatakan nilai rata-rata (mean) 4,45 yang sejalan dengan pernyataan negatif (Y6) dengan nilai rata-rata (mean) 4,48. Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak telah mengisi SPT sesuai dengan keadaan dan kondisi yang sebenarnya. 
[bookmark: _Hlk191384669]Selanjutnya dari hasil analisis statistik deskriptif pernyataan (Y3) positif menyatakan nilai rata-rata (mean) 4,42 yang sejalan dengan pernyataan negatif (Y7) dengan nilai rata-rata (mean) 4,41. Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak telah menggunakan NPWP sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku. 
Terakhir, hasil analisis statistik deskriptif dari pernyataan (Y4) positif menyatakan nilai rata-rata (mean) 4,47 yang sejalan dengan pernyataan negatif (Y8) dengan nilai rata-rata (mean) 4,40. Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak dengan rutin telah menyetorkan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

[bookmark: _Toc202867327]4.2.2 Analisis Deskriptif Self Assessment System (X1)
	Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak secara mandiri yaitu memberikan tanggung jawab penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang. Dalam penelitian ini terdapat 4 indikator yang menjadi dasar wajib pajak melakukan pembayaran pajak yang terutang dengan self assessment system yang tercermin dalam 4 pernyataan positif dan 4 pernyataan negatif secara terpisah. Hasil dari analisis deskriptif self assessment system ini disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut, yang berisi jawaban dari responden dan nilai rata-rata (mean). 
[bookmark: _Toc193292863][bookmark: _Toc193292921]Tabel 4. 8 Deskriptif Variabel Self Assessment System 
	[bookmark: _Hlk190933651]Indikator
	Jawaban Responden
	Rata-rata (mean)

	
	1 (STS)
	2 (TS)
	3 (N)
	4 (S)
	5 (SS)
	

	X1.1 (+)
	3
	13
	50
	423
	589
	4,46

	X1.2 (+)
	3
	5
	40
	435
	595
	4,49

	X1.3 (+)
	4
	3
	47
	497
	527
	4,42

	X1.4 (+)
	3
	7
	40
	430
	598
	4,49



	[bookmark: _Hlk190933958]Indikator
	Jawaban Responden
	Rata-rata (mean)

	
	1 (SS)
	2 (S)
	3 (N)
	4 (TS)
	5 (STS)
	

	X1.5 (-)
	6
	18
	44
	442
	568
	4,43

	X1.6 (-)
	8
	14
	45
	452
	559
	4,42

	X1.7 (-)
	13
	8
	38
	478
	541
	4,41

	X1.8 (-)
	10
	17
	36
	417
	598
	4,45


Sumber: Data olahan, 2025
	Dilihat dari tabel di atas, hasil analisis statistik deskriptif dari butir pernyataan (X1.1) positif menyatakan nilai rata-rata (mean) 4,46 yang sejalan dengan pernyataan negatif (X1.5) dengan nilai rata-rata (mean) 4,43. Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak memiliki kemampuan untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang selama tahun berjalan.
	Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif dari pernyataan (X1.2) positif menyatakan nilai rata-rata (mean) 4,49 yang sejalan dengan pernyataan negatif (X1.6) dengan nilai rata-rata (mean) 4,42. Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak telah melakukan pembayaran pajak secara mandiri.
	Kemudian, hasil analisis statistik deskriptif dari pernyataan (X1.3) positif menyatakan nilai rata-rata (mean) 4,42 yang sejalan dengan pernyataan negatif (X1.7) dengan nilai rata-rata (mean) 4,41. Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak telah dengan rutin melaporkan pajak dengan mengisi formulir SPT dengan lengkap dan benar. 
	Dan yang terakhir hasil analisis statistik deskriptif dari pernyataan (X1.4) positif menyatakan nilai rata-rata (mean) 4,49 yang sejalan dengan pernyataan negatif (X1.8) dengan nilai rata-rata (mean) 4,45. Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak dapat mempertanggungjawabkan setiap perhitungan dalam penyetoran pajak yang terutang. 
[bookmark: _Toc202867328]4.2.3 Analisis Deskriptif Pengetahuan Pajak Wajib Pajak (X2)
	Pengetahuan pajak wajib pajak merupakan faktor internal yang dimiliki oleh individu wajib pajak dalam mengerti dan memahami tanggung jawab serta konsep perpajakan yang berlaku. Dalam penelitian ini terdapat 5 indikator yang menjadi dasar dimilikinya pengetahuan pajak wajib pajak yang mumpuni dan tercermin dalam 5 pernyataan positif dan 5 pernyataan negatif secara terpisah. Hasil dari analisis deskriptif pengetahuan pajak wajib pajak ini disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut, yang berisi jawaban dari responden dan nilai rata-rata (mean). 
[bookmark: _Toc193292864][bookmark: _Toc193292922]Tabel 4. 9 Deskriptif Variabel Pengetahuan Pajak Wajib Pajak (X2)
	Indikator
	Jawaban Responden
	Rata-rata (mean)

	
	1 (STS)
	2 (TS)
	3 (N)
	4 (S)
	5 (SS)
	

	X2.1 (+)
	3
	13
	45
	399
	618
	4,49

	X2.2 (+)
	3
	9
	37
	413
	616
	4,50

	X2.3 (+)
	3
	9
	44
	481
	541
	4,43

	X2.4 (+)
	4
	6
	58
	469
	541
	4,42

	X2.5 (+)
	3
	4
	50
	499
	522
	4,41



	Indikator
	Jawaban Responden
	Rata-rata (mean)

	
	1 (SS)
	2 (S)
	3 (N)
	4 (TS)
	5 (STS)
	

	X2.6 (-)
	5
	19
	35
	433
	586
	4,45

	X2.7 (-)
	7
	14
	44
	395
	618
	4,48

	X2.8 (-)
	8
	11
	45
	468
	546
	4,41

	X2.9 (-)
	7
	12
	51
	465
	543
	4,41

	X2.10 (-)
	6
	9
	38
	478
	547
	4,43


Sumber: Data olahan, 2025
Dilihat dari tabel di atas, hasil analisis statistik deskriptif dari butir pernyataan (X2.1) positif menyatakan nilai rata-rata (mean) 4,49 yang sejalan dengan pernyataan negatif (X2.6) dengan nilai rata-rata (mean) 4,45. Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak memahami akan hak dan kewajiban sebagai seorang wajib pajak. 
Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif dari pernyataan (X2.2) positif menyatakan nilai rara-rata (mean) 4,50 yang sejalan dengan pernyataan negatif (X2.7) dengan nilai rata-rata (mean) 4,48. Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak telah terdaftar dan memiliki NPWP.
Lalu, hasil analisis statistik deskriptif dari pernyataan (X2.3) positif menyatakan nilai rata-rata (mean) 4,43 yang sejalan dengan pernyataan negatif (X2.8) dengan nilai rata-rata (mean) 4,41. Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak telah memahami apa sajak sanksi yang akan didapatkan apabila melakukan pelanggaran. 
Kemudian dilanjutkan dengan hasil analisis statistik deskriptif dari pernyataan (X2.4) positif menyatakan nilai rata-rata (mean) 4,42 yang sejalan dengan pernyataan negatif (X2.9) dengan nilai rata-rata (mean) 4,41. Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak telah mengetahui dan memahami unsur-unsur dalam perpajakan serta tata cara untuk menghitung dan melaporkan kewajiban dalam perpajakan dengan lengkap dan benar. 
Serta yang terakhir menunjukkan hasil analisis statistik deskriptif dari pernyataan (X2.5) positif menyatakan nilai rata-rata (mean) 4,41 yang sejalan dengan pernyataan negatif (X2.10) dengan nilai rata-rata (mean) 4,43. Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak memiliki pengetahuan terkait perpajakan melalui kegiatan formal maupun nonformal yang menambah pengetahuan. 
[bookmark: _Toc202867329]4.3 Hasil Analisis Data
[bookmark: _Toc202867330]4.3.1 Analisis Model Pengukuran (Outer Model)
	Model pengukuran (outer model) berguna untuk menjelaskan hubungan antar variabel dengan masing-masing indikator. Besaran dari setiap indikator dapat dilihat pada loading factor. Apabila nilai loading factor lebih rendah daripada indikator, maka indikator tersebut tidak berfungsi. Untuk dapat dikatakan valid nilai loading factor harus berada > 0,7 (Ghozali & Latan, 2015). 
[bookmark: _Toc202867331]4.3.1.1 Hasil Uji Convergent Validity
[bookmark: _Hlk191388089]	Suatu indikator dianggap valid apabila memiliki nilai loading factor > 0,7. Uji validitas bertujuan untuk menilai keabsahan kuesioner dalam suatu penelitian, dengan mempertimbangkan convergent validity dan discriminant validity. Untuk menguji kevalidan dalam instrument penelitian ini, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan uji konvergensi dengan menggunakan perhitungan loading factor, yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini;
[image: ]
[bookmark: _Toc193293653]Gambar 4. 1 Perhitungan Tahap Pertama Outer Loading
Sumber: Data Hasil Penelitian, 2025	

	Dapat dilihat pada gambar di atas terdapat 1 indikator yang memiliki nilai di bawah 0,6 dan 9 indikator memiliki nilai di bawah 0,7. Hal ini menandakan bahwa indikator-indikator tersebut harus melalui proses dropping atau proses menghilangkan dan melakukan pengujian kembali terhadap validitas konvergen pada outer loading tahap kedua.
[image: ]
[bookmark: _Toc193293654]Gambar 4. 2 Perhitungan Tahap Kedua Outer Loading
Sumber: Data Hasil Penelitian, 2025

	Pada tahap pertama dilakukan proses dropping yaitu terhadap indikator yang berada di bawah 0,6 (X2.5). Dapat dilihat pada gambar di atas indikator tersebut telah dihilangkan. Selanjutnya, akan dilakukan proses dropping kedua terhadap indikator-indikator yang bernilai di bawah 0,7 yaitu, X1.2, X1.3, X1.4, X2.2, X2.3, X2.4, X2.10, Y4, dan Y6. 

[image: ]
[bookmark: _Toc193293655]Gambar 4. 3 Perhitungan Tahap Ketiga Outer Loading
Sumber: Data Hasil Penelitian, 2025

	Pada gambar diatas telah dilakukan proses dropping kedua dengan menghilangkan indikator yang bernilai di bawah 0,7. Dalam proses ini yang pada akhirnya menyisakan indikator-indikator dengan nilai > 0,7 sehingga semua indikator yang tersisa dinyatakan valid dan pantas untuk digunakan pada penelitian lebih lanjut, berikut adalah tabel nilai loading factor:
[bookmark: _Toc193292865][bookmark: _Toc193292923]Tabel 4. 10 Hasil Outer Loading
	
	X1. Self Assessment System
	X2. Pengetahuan Pajak Wajib Pajak
	Y. Penggelapan Pajak (Tax Evasion)

	X1.1
	0,800
	
	

	X1.5
	0,794
	
	

	X1.6
	0,825
	
	

	X1.7
	0,758
	
	

	X1.8
	0,720
	
	

	X2.1
	
	0,793
	

	X2.6
	
	0,795
	

	X2.7
	
	0,809
	

	X2.8
	
	0,710
	

	X2.9
	
	0,714
	

	Y1
	
	
	0,812

	Y2
	
	
	0,783

	Y3
	
	
	0,800

	Y5
	
	
	0,739

	Y6
	
	
	0,706

	Y7
	
	
	0,830


Sumber: Data olahan, 2025
	Dari tabel hasil outer model di atas yang telah melalui proses dropping sebanyak dua tahap, menyatakan bahwa semua indikator yang tersisa memiliki nilai > 0,7 yang artinya variabel self assessment system dan pengetahuan pajak wajib pajak memiliki masing-masing 5 indikator bernilai > 0,7 sedangkan variabel penggelapan pajak memiliki 6 indikator yang bernilai > 0,7. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil loading factor ke 3 variabel dalam penelitian ini dapat dikatakan valid.
	Selain loading factor, untuk menguji validitas konvergen juga dapat dilihat dari nilai AVE (Average Variance Extracted) yang apabila bernilai > 0,5 maka dapat dinyatakan valid.
[bookmark: _Toc193292866][bookmark: _Toc193292924]



Tabel 4. 11 Nilai Average Variance Extracted (AVE)
	
	Cronbach’s alpha
	Composite reliability (rho_a)
	Composite reliability (rho_c)
	Average variance extracted (AVE)

	X1. Self Assessment System
	0,839
	0.842
	0,886
	0,609

	X2. Pengetahuan Pajak Wajib Pajak
	0,823
	0,830
	0,876
	0,585

	Y. Penggelapan Pajak (Tax Evasion)
	0,870
	0,873
	0,903
	0,608


Sumber: Data olahan, 2025
	Dari tabel di atas, nilai AVE setiap variabel bernilai > 0,5 yang berarti valid dan memenuhi syarat.
[bookmark: _Toc202867332]4.3.1.2 Hasil Uji Discriminant Validity
	Setelah melakukan uji convergent validity, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan pengujian discriminant validity. Pengujian ini dilakukan untuk melihat nilai dari cross loading pada variabel yang akan dituju serta nilai korelasi dari setiap variabel. 
[bookmark: _Toc193292867][bookmark: _Toc193292925]Tabel 4. 12 Cross Loading
	
	X1. Self Assessment System
	X2. Pengetahuan Pajak Wajib Pajak
	Y. Penggelapan Pajak (Tax Evasion)

	X1.1
	0,800
	0,701
	0,705

	X1.5
	0,794
	0,678
	0,655

	X1.6
	0,825
	0,743
	0,724

	X1.7
	0,758
	0,667
	0,653

	X1.8
	0,720
	0,623
	0,607

	X2.1
	0,681
	0,793
	0,723

	X2.6
	0,664
	0,795
	0,643

	X2.7
	0,742
	0,809
	0,746

	X2.8
	0,624
	0,710
	0,599

	X2.9
	0,632
	0,714
	0,576

	Y1
	0,674
	0,705
	0,812

	Y2
	0,657
	0,675
	0,783

	Y3
	0,670
	0,675
	0,800

	Y5
	0,639
	0,650
	0,739


Disambung ke halaman berikutnya
Tabel 4.12 Sambungan
	
	X1. Self Assessment System
	X2. Pengetahuan Pajak Wajib Pajak
	Y. Penggelapan Pajak (Tax Evasion)

	Y6
	0,626
	0,610
	0,706

	Y7
	0,744
	0,724
	0,830


Sumber: Data olahan, 2025
	Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai cross loading berada pada nilai > 0,5, hal ini sejalan dengan pendapat ahli yaitu Ghozali & Latan (2015) yang mengungkapkan bahwa nilai diskriminan yang efektif diperoleh ketika nilai dasar AVE melebihi nilai korelasi antara konstruk dengan nilai yang direkomendasikan, yaitu > 0,5. Dapat disimpulkan bahwa analisis cross loading telah sesuai dan tidak terdapat masalah serta memiliki validitas diskriminan yang baik.
[bookmark: _Toc202867333]4.3.1.3 Hasil Uji Reliabilitias
	Uji reliabilitas dilakukan untuk menilai suatu indikator yang digunakan sebagai instrumen pengukur variabel dalam penelitian apakah memberikan hasil pengukuran yang konsisten atau tidak. Proses ini menggabungkan sejumlah indikator kelompok untuk mengukur suatu konstruk. Suatu indikator dianggap reliabel apabila nilai cronbach alpha > 0,6 dan nilai composite reliability > 0,7.
[bookmark: _Toc193292868][bookmark: _Toc193292926]Tabel 4. 13 Cronbach’s alpha dan Composite reliability
	Variabel
	Cronbach’s Alpha
	Composite Reliability
	Keterangan

	X1
	0,839
	0,886
	Reliabel

	X2
	0,823
	0,876
	Reliabel

	Y
	0,870
	0,903
	Reliabel


Sumber: Data olahan, 2025
	Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai cronbach alpha untuk semua konstruk > 0,7 artinya semua variabel memiliki reliabilitas yang baik. Sama halnya dengan hasil perhitungan composite reliability untuk semua konstruk bernilai > 0,6 yang berarti bahwa responden konsisten saat menentukan jawaban atas pernyataan dan dapat disimpulkan bahwa semua konstruk memiliki tingkat reliabilitas yang sangat baik dan konsisten. 
[bookmark: _Toc202867334]4.3.2 Hasil Model Struktural (Inner Model)
	Pengujian model struktural (inner model) dilakukan dengan menguji menggunakan 2 metode yaitu koefisien determinasi (r-square) dan uji f-square.
[bookmark: _Toc202867335]4.3.2.1 Uji Koefisien Determinasi (R-Square)
	Pada uji koefisien determinasi (r-square) digunakan untuk mengukur tingkat pengaruh antar variabel independen dan variabel dependen.
[bookmark: _Toc193292869][bookmark: _Toc193292927]Tabel 4. 14 Nilai R-Square
	
	R-square
	R-square adjusted

	Y. Penggelapan Pajak (Tax Evasion)
	0,792
	0,792


Sumber: Data olahan, 2025
	Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi di atas, pada penelitian ini didapatkan nilai r-square sebesar 0,792 untuk variabel penggelapan pajak (Y), yang artinya 79% dari variabel penggelapan pajak dapat dijelaskan dalam penelitian ini, dan sisanya sebanyak 21% variabel independen tidak termasuk dalam penelitian ini.



[bookmark: _Toc202867336]4.3.2.2 Uji F-Square
	Setelah dilakukan pengujian koefisien determinasi (r-square), langkah selanjutnya  adalah melakukan uji f-square untuk mengukur tingkat pengaruh antar variabel. Hasil dari uji f-square dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
[bookmark: _Toc193292870][bookmark: _Toc193292928]Tabel 4. 15 Nilai F-Square
	
	F-Square

	Self Assessment System – Penggelapan Pajak
	0,211

	Pengetahuan Pajak Wajib Pajak – Penggelapan Pajak
	0,263


Sumber: Data olahan, 2025
	Berdasarkan tabel f-square di atas, dapat diketahui pengaruh antar variabel adalah:
1. Self assessment system terhadap penggelapan pajak memiliki nilai f-square sebesar 0,211 (menengah); dan
2. Pengetahuan pajak wajib pajak terhadap penggelapan pajak memiliki nilai f-square sebesar 0,263 (menengah).
[bookmark: _Toc202867337]4.3.2.3 Path Analysis (Analisis Jalur) 
	Analisis jalur (path analysis) digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel dalam penelitian. Hasil dari path analysis ini digunakan untuk mengukur hubungan antar variabel dependen dan independen yang telah ditetapkan sesuai dengan teori yang digunakan. 



[bookmark: _Toc193292871][bookmark: _Toc193292929]Tabel 4. 16 Nilai Path Coefficient 
	
	Original sampel (O)
	Sampel mean (M)
	Standard deviation (STDEV)
	T statistic (|O/STDEV|)
	P values

	X1. Self Assessment System -> Y. Penggelapan Pajak (Tax Evasion)
	0,434
	0,434
	0,036
	11.933
	0,000

	X2. Pengetahuan Pajak Wajib Pajak -> Y. Penggelapan Pajak (Tax Evasion)
	0,485
	0,485
	0,035
	13.684
	0,000


Sumber: Data olahan, 2025

[bookmark: _Toc202867338]4.3.2.4 Uji Hipotesis
	Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan bootstrapping yang digunakan untuk mengevaluasi pengaruh antar variabel. 
[image: ]
[bookmark: _Toc193293656]Gambar 4. 4 Inner Model
Sumber: Data Hasil Penelitian, 2025
	Dalam uji hipotesis ini dapat dilakukan pendekatan dengan menggunakan bootstrapping yang berguna untuk mengevaluasi pengaruh antar variabel pada path coefficient. Dengan penentuan signifikasi melalui hasil dari p-value, yang berada pada tingkat < 0,05.
[bookmark: _Toc193292872][bookmark: _Toc193292930]Tabel 4. 17 Hasil Uji Hipotesis
	
	
	P-Values
	Original Sampel (O)
	Keterangan

	H1
	Self Assessment System – Penggelapan Pajak (Tax Evasion)
	0,000
	0,434
	Didukung

	H2
	Pengetahuan Pajak Wajib Pajak – Pengelapan Pajak (Tax Evasion)
	0,000
	0,485
	Tidak Didukung


Sumber: Data olahan, 2025
	Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Dengan p-value sebesar 0,000 dan koefisien sebesar 0,434 yang mengarah ke positif, dapat ditarik kesimpulan bahwa self asessement system berpengaruh signifikan dan positif terhadap penggelapan pajak (tax evasion), sehingga hipotesis 1 (H1) dapat diterima.
2. Dengan p-value sebesar 0,000 dan koefisien sebesar 0,485 yang mengarah ke positif, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengetahuan pajak wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap penggelapan pajak (tax evasion), sehingga hipotesis 2 (H2) ditolak.
[bookmark: _Toc202867339]4.4 Pembahasan
[bookmark: _Toc202867340]4.4.1 Pengaruh Self Assessment System Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion)
	Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama, diketahui bahwa nilai p-value yaitu 0,000 (kurang dari 0,05), dan path coefficient berada pada angka 0,434 dengan arah positif. Hasil ini menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan dari self assessment system terhadap penggelapan pajak berdasarkan hasil penelitian kepada wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di Kota Samarinda. Self assessment system berpengaruh positif dan signifikan yang dimaksud adalah semakin wajib pajak mengetahui tentang self assessment system maka akan semakin meningkatkan tindakan penggelapan pajak, dalam bentuk membayar, melaporkan, dan menyetorkan pajak yang terutang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. 
	Hasil olah data penelitian ini sejalan dengan pengembangan hipotesis yang penulis lakukan, disebabkan oleh seluruh responden telah memiliki NPWP dan mayoritas responden berpendidikan tinggi. Dengan dimilikinya NPWP sebagai wajib pajak, maka secara otomatis sistem pemungutan pajak yang berlaku adalah self assessment system sehingga seluruh responden telah mengetahui terkait sistem ini dengan baik didukung dengan pendidikan tinggi yang dimiliki oleh responden sebagai wajib pajak. Hal inilah yang menyebabkan self assessment system berpengaruh positif. Selain itu, dijelaskan pada tabel 4.8 deskriptif variabel self assessment system menunjukkan angka rata-rata (mean) >4,40 dan tabel 4.7 deskriptif variabel penggelapan pajak menunjukkan angka rata-rata (mean) >4,45 yang berarti bahwa self assessment system berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. 
	Dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa self assessment system berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak, terdapat dampak yang tentu saja mempengaruhi wajib pajak sebagai subjek penelitian dan direktorat jenderal pajak sebagai tatanan tertinggi dalam bidang perpajakan. Dampak yang dapat terjadi terhadap wajib pajak adalah adanya eksploitasi terhadap celah sistem yang berlaku dengan memanfaatkan fleksibilitas sistem untuk memanipulasi data dan mengurangi kewajiban perpajakan yang terutang secara ilegal. Dampak selanjutnya bagi wajib pajak adalah adanya risiko mendapatkan hukuman pidana atau sanksi administratif jika terbukti melakukan penggelapan. Selain itu, adanya perspektif wajib pajak lain yang merasa dirugikan karena telah membayar pajak dengan benar, sedangkan wajib pajak yang tidak bertanggungjawab justru diuntungkan. Selain bagi wajib pajak hal ini tentu saja akan lebih berdampak bagi direktorat jenderal pajak sebagai posisi tertinggi dalam bidang perpajakan. Dampak yang dapat terjadi adalah adanya penurunan kepatuhan pajak, wajib pajak tidak mempercayai sistem yang berlaku. Harus dilakukan pembaruan sistem atau kebijakan dengan menyempurnakan keseluruhan aspek agar meminimalisir celah untuk memanipulasi data. Dan harus dilakukan peningkatan terhadap pengawasan agar dapat mendeteksi kecurangan sejak awal agar tindakan penggelapan tidak terjadi.  
Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah theory of planned behaviour yang mendukung hasil penelitian. Sejalan dengan konsep dari teori ini yang menjelaskan bahwa perilaku dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu, sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku maka teori ini mendukung self assessment system berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Dalam konsep theory of planned behaviour menjelaskan bagaimana penerapan self assessment system yang memberikan kebebasan dan kepercayaan kepada wajib pajak akan berdampak terhadap perilaku penggelapan pajak, sehingga akan meningkatkan tindakan penggelapan pajak. Namun, apabila teori ini didukung dengan teori pendukung yaitu deterrence teori yang menjelaskan tentang adanya ancaman hukuman dan pemberian efek jera yang diberikan bagi oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab akan menjadi solusi terhadap dampak negatif yang terjadi. Semakin cepat terdeteksi tindakan penggelapan pajak, maka dari pihak fiskus akan semakin cepat untuk mengambil tindakan dengan memberikan hukuman atau sanksi berat yang memberikan efek jera bagi wajib pajak, dan akan dipublikasikan sebagai bentuk edukasi dan peringatan bagi wajib pajak lain yang ingin melakukan tindakan penggelapan pajak. 
Dengan kondisi tersebut, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa self assessment system dapat menjadi celah bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan seperti penggelapan pajak (tax evasion) dengan alasan-alasan yang menyalahkan hanya dari pihak fiskus saja dan kurangnya kesadaran moral pajak yang dimiliki oleh wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan yang seharusnya menjadi tanggung jawab masing-masing. Hasil penelitian ini diperkuat dengan penelitian Azhar et al., (2023), Styarini & Nugrahani, (2020), Razif & Rasyidah, (2019), dan Salsabila & Priyadi, (2024) yang menunjukkan hasil bahwa self assessment system berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak (tax evasion).
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Berdasarkan hasil uji hipotesis kedua, diketahui bahwa nilai p-value yaitu 0,000 (kurang dari 0,05), dan path coefficient berada pada angka 0,485 dengan arah positif. Hasil ini menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan dari pengetahuan pajak wajib pajak terhadap penggelapan pajak berdasarkan hasil penelitian kepada wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di Kota Samarinda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan arah positif dan signifikan yang artinya hasil olah data penelitian ini berbeda dengan pengembangan hipotesis yang penulis lakukan yaitu menunjukkan arah negatif dan signifikan. Pengetahuan pajak wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan yang dimaksud adalah semakin wajib pajak memiliki pengetahuan terkait perpajakan maka akan semakin meningkatkan tindakan penggelapan pajak, dalam bentuk membayar, melaporkan, dan menyetorkan pajak yang terutang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. 
Hasil olah data penelitian ini berbeda dengan pengembangan hipotesis yang penulis lakukan disebabkan adanya faktor internal dari dalam diri responden, sehingga faktor tersebut yang menyebabkan arah positif pada hasil penelitian. Dapat dilihat pada tabel 4.3 yang memuat pendidikan terakhir responden, data terbanyak yaitu, S1 (sarjana) dengan persentase 52,4%. Dapat disimpulkan bahwa, sebagian besar responden memiliki pendidikan yang tinggi/terpelajar sehingga memiliki pengetahuan yang lebih mumpuni. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan semakin tinggi pula pengetahuan yang dimilikinya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi membuat wajib pajak memiliki pengetahuan pajak yang baik pula. Selain itu, dapat dilihat pada tabel 4.9 deskripsitf variabel pengetahuan pajak wajib pajak menunjukkan angka rata-rata (mean) >4,44 dan tabel 4.7 deskriptif variabel penggelapan pajak menunjukkan angka rata-rata (mean) >4,45 yang mengakibatkan arah penelitian positif terhadap penggelapan pajak. 
Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak wajib pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak, tentu saja terdapat dampak yang mempengaruhi wajib pajak sebagai subjek penelitian dan direktorat jenderal pajak sebagai pusat tatanan bidang perpajakan. Dampak yang dapat terjadi terhadap wajib pajak adalah adanya risiko terjerat hukum dan kerugian finansial, sebagai akibat dari tindakan penggelapan pajak. Adanya kecenderungan berperilaku oportunistik dengan memanfaatkan pengetahuan tinggi yang dimiliki untuk melakukan tindakan penggelapan pajak, sehingga tentunya hal ini akan merugikan wajib pajak lain yang patuh terhadap kewajiban perpajakan mereka. Dampak lain yang dapat terjadi bagi direktorat jenderal pajak adalah terjadinya penurunan penerimaan pajak yang seharusnya menjadi sumber pendapatan terbesar negara. Hal ini juga dapat menurunkan citra direktorat jenderal pajak sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat. Disisi lain, direktorat jenderal pajak harus meningkatkan pengawasan terhadap kecurangan dengan memperkuat sistem deteksi kecurangan dan memperketat regulasi. 
Teori utama dalam penelitian ini adalah theory of planned behaviour yang mendukung antara persepsi dalam hipotesis penelitian dengan arah negatif dan hasil penelitian dengan arah positif yang menunjukkan arah yang berbeda. Meskipun arah dari hasil penelitian ini berbeda dengan hipotesis yang telah dibangun diawal, theory of planned behaviour dapat menjadi dasar teori yang kuat untuk menjelaskan mengapa pengetahuan pajak bisa berpengaruh positif atau negatif terhadap penggelapan pajak. Dari ketiga faktor utama dalam theory of planned behaviour yaitu, sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan perspektif kontrol perilaku dapat dipengaruhi secara berbeda-beda sehingga dapat menimbulkan dampak yang positif atau negatif terhadap penggelapan pajak. Teori ini meskipun dibangun berdasarkan hipotesis negatif, namun juga dapat digunakan dalam pengembangan hasil penelitian yang positif. Dari hasil penelitian menunjukkan arah positif maka artinya adalah pengetahuan pajak yang tinggi akan meningkatkan niat penggelapan pajak. Jika dikaitkan dengan tiga faktor utama dalam theory of planned behaviour, yang pertama akan meningkatkan perspektif kontrol perilaku, wajib pajak yang paham akan aturan dan paham akan perpajakan akan merasa mampu untuk memanipulasi pelaporan pajak. Kedua, akan membentuk sikap terhadap perilaku yang mendukung tindakan penggelapan pajak, ketika wajib pajak melihat adanya ketidakadilan atau korupsi yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggungjawab maka pengetahuan akan digunakan untuk merasionalisasi kecurangan tanpa merasa bersalah. Dan yang terakhir, norma subjektif lingkungan yang mendukung terhadap tindakan penggelapan pajak karena menganggap hal tersebut biasa saja.
Solusi yang dapat menjadi pencegahan tindakan penggelapan pajak yang berasal dari tingginya tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak adalah dengan deterrence teori. Teori yang memberikan ancaman hukuman dan efek jera bagi pelanggar hukum. Wajib pajak cenderung akan menghindari penggelapan pajak, jika mengetahui bahwa risiko yang akan dihadapi lebih besar daripada manfaat dari tindakan penggelapan pajak. 
Dengan kondisi tersebut, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak wajib pajak yang semakin tinggi akan semakin mendorong wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak demi mengambil keuntungan pribadi terhadap hal-hal yang dapat mereka kendalikan. Hasil penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian Marlina, (2018), Tarmidi et al., (2020), Saragih & Rusdi, (2022), dan Tjendra et al., (2024) yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak (tax evasion).
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1. Self assessment system berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak (tax evasion) hal ini dikarenakan dari hasil penelitian seluruh responden telah memiliki NPWP dan mayoritas responden berpendidikan tinggi sehingga mengetahui sistem ini dengan baik. Didukung dengan analisis deskriptif pada variabel self assessment system dan penggelapan pajak yang menunjukkan angka rata-rata (mean) >4,42 yang berarti self assessment system berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Hasil dari penelitian ini dapat dilihat berdampak pada wajib pajak sebagai subjek penelitian, yaitu adanya risiko mendapatkan hukuman pidana dan saksi administratif jika melakukan penggelapan. Dampak lain dapat dilihat pada direktorat jenderal pajak sebagai tatanan tertinggi dalam bidang perpajakan, yaitu menurunnya kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang berlaku, dan penurunan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. 
2. Pengetahuan pajak wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak (tax evasion) disebabkan oleh mayoritas responden penelitian ini pendidikan terakhirnya adalah sarjana (S1), sehingga dapat dikatakan bahwa responden terpelajar dan otomatis memiliki pengetahuan perpajakan yang baik. Didukung dengan analisis deskriptif pada variabel pengetahuan pajak wajib pajak dan penggelapan pajak yang menunjukkan angka rata-rata (mean) >4,44 yang berarti pengetahuan pajak wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Hasil dari penelitian ini dapat dilihat berdampak pada wajib pajak sebagai subjek penelitian, yaitu risiko terjerat hukum dan kerugian finansial apabila terdeteksi melakukan kecurangan dan meningkatkan kecenderungan berperilaku oportunistik untuk kepentingan pribadi. Dampak lain yang terjadi bagi direktorat jenderal pajak adalah, terjadinya penurunan penerimaan pajak, dan penurunan citra direktorat jenderal pajak sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat. 
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	Saran terhadap self assessment system berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak dan pengetahuan pajak wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak yaitu dengan memberlakukan teori deterrence (teori pencegahan). Dasar dari teori ini adalah ancaman hukuman yang akan mendisiplinkan tindakan ilegal yang dilakukan oleh wajib pajak, sehingga akan menekan kasus penggelapan pajak di Indonesia. Selain itu, saat ini direktorat jenderal pajak telah melakukan pembaruan sistem adminstrasi layanan dengan aplikasi coretax. Dengan adanya aplikasi ini sistem pemungutan pajak di Indonesia menjadi lebih terarah dan dapat dikontrol melalui satu sistem pusat, sehingga untuk mendeteksi kecurangan akan lebih mudah. 
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Kepada Yth.
Bapak/Ibu/Saudara/i yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kota Samarinda
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Perkenalkan, saya Devona Valerie Simatupang (2101036169) mahasiswi angkatan 2021 Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman. Saat ini saya sedang melakukan penelitian tugas akhir (skripsi) dengan judul "Pengaruh Self Assessment System dan Pengetahuan Pajak Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) di Kota Samarinda"
Berkaitan dengan hal tersebut, saya mohon bantuan kepada Bapak/Ibu/Saudara/i kiranya bersedia mengisi kuisioner ini sesuai dengan daftar pernyataan yang telah tersedia. 
Dengan kriteria responden sebagai berikut:
1. Responden adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kota Samarinda
2. Responden terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi dan memiliki NPWP
3. Responden menghitung dan melaporkan secara mandiri jumlah pajak yang terutang
Semua data dan informasi responden akan dijaga kerahasiaannya dan hanya akan digunakan untuk penelitian semata. Data dan informasi yang Bapak/Ibu/Saudara/i berikan sangat berarti dalam penelitian ini. Atas bantuan dan kesediaannya, saya ucapkan terima kasih. 
Salam Hormat,
Devona Valerie Simatupang
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

IDENTITAS RESPONDEN
Nama			: ……………………………………………………………..
Jenis Kelamin		:           Laki-laki                             Perempuan
Usia			:           20-25 Tahun                         31-35Tahun
                                                26-30 Tahun                         36-40 Tahun
                                                >40 Tahun
Pendidikan Terakhir	:           SD-SMA                              Profesi
                                                Diploma                               Magister (S2)
                                                Sarjana (S1)                
Kecamatan                  :            Loa Janan Ilir             	   Samarinda Ulu
                                                 Palaran	    Samarinda Utara
                                                 Samarinda Ilir	    Sambutan
                                                 Samarinda Kota	    Sungai Kunjang
                                                 Samarinda Sebrang	     Sungai Pinang
Memiliki NPWP	:           Ya
Penghasilan                 :            Rp 1.500.000 - Rp 3.499.000
                                                  Rp 3.500.00 - Rp 4.999.000
	Rp 5.000.000 - Rp 6.999.000
	Rp 7.000.000 - Rp 9.999.000
	> Rp 10.000.000
Klasifikasi Lap. Usaha             Sektor Pertanian (Perkebunan Jeruk, Kopi, Kelapa Sawit, Tanaman Hias, Sayuran Hidroponik, dll)               
              Sektor Peternakan (Ternak Ayam, Sapi, Bebek,   Kelinci, dll)
   [image: ]  Sektor Perikanan (Budidaya Ikan Gurami, Nila, Lele, Ikan Hias, Perikanan Tangkap, dll)
   [image: ] Sektor Perdagangan (Perdagangan Kecil, Menengah, Besar)
   [image: ] Sektor Perindustrian (Industri Makanan Minuman, Textile, Alat Kesehatan, dll)
   [image: ] Sektor Pertambangan (Batu Bara, Minyak Bumi, Gas Alam, Logam Mulia, Galian Mineral, dll)
   [image: ] Sektor Transportasi dan Pergudangan (Ojek Online, Kapal Laut, Travel, Penerbangan Pesawat, dll
   [image: ] Sektor Pariwisata dan Properti (Penginapan, Kontrakan, Kos-kosan, Tour Guide, Penyewaan Perlengkapan, Real Estate, dll)
   [image: ] Sektor Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (Web Development Production House, Desain Grafis, dll)
   [image: ] Sektor Jasa (Keuangan, Asuransi, Kesehatan, Hiburan, Kebudayaan, Olahraga, Profesional, Ilmiah, Teknis, dll)
   [image: ] Sektor Jasa Lainnya (Perkantoran, Keamanan, Kebersihan)
   [image: ] Sektor Pengadaan Listrik (PLN)
   [image: ] Sektor Pengelolaan Air (PDAM,
   [image: ]  Sektor Konstruksi (Bangunan, Jalan, Jembatan)
   [image: ]  Sektor Penyediaan Akomodasi Makan & Minum (Hotel, Restoran, Kafe, Warung Makan)
Petujuk Pengisian:
1. Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memberikan tanda (√) pada kolom yang telah disediakan sesuai dengan kondisi Bapak/Ibu/Saudara/i.
2. Dimohon untuk mengisi setiap pernyataan di bawah ini dengan sebenar-benarnya. 
A. Penggelapan Pajak (Y)
[bookmark: _Hlk190285741]Dibawah ini adalah pernyataan POSITIF mengenai variabel Penggelapan Pajak, yang akan dinilai dengan skala likert dengan keterangan, sebagai berikut:
1 = Sangat Tidak Setuju
2 = Tidak Setuju
3 = Netral
4 = Setuju
5 = Sangat Setuju

	[bookmark: _Hlk190285525]No.
	Kode
	Pernyataan
	Jawaban

	
	
	
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	1.
	Y1a
	Sebagai wajib pajak, saya menyadari bahwa saya memiliki tanggungjawab untuk mengisi dan melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	
	
	
	
	

	2.
	Y2a
	Sebagai wajib pajak, dalam penyampaian SPT seluruh informasi yang saya cantumkan adalah tepat sesuai dengan keadaan dan kondisi yang sebenarnya.
	
	
	
	
	

	3.
	Y3a
	Sebagai wajib pajak, NPWP yang saya miliki saya gunakan dengan semestinya sesuai dengan ketentuan dan tujuan dari NPWP itu sendiri.
	
	
	
	
	

	4.
	Y4a
	Sebagai wajib pajak, saya dengan rutin menyetorkan pajak yang telah dihitung dan dipotong berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.
	
	
	
	
	



Dibawah ini adalah pernyataan NEGATIF mengenai variabel Penggelapan Pajak, yang akan dinilai dengan skala likert dengan keterangan, sebagai berikut:
1 = Sangat Setuju
2 = Setuju
3 = Netral
4 = Tidak Setuju
5 = Sangat Tidak Setuju

	[bookmark: _Hlk190286325]No.
	Kode
	Pernyataan
	Jawaban

	
	
	
	SS
	S
	N
	TS
	STS

	1.
	Y1b
	Sebagai wajib pajak, saya dengan sengaja tidak melapokan dan mengisi SPT sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.
	
	
	
	
	

	2.
	Y2b
	Sebagai wajib pajak, saya dengan sengaja memberikan informasi yang tidak benar berdasarkan dengan kondisi yang sebenarnya.
	
	
	
	
	

	3.
	Y3b
	Sebagai wajib pajak, menurut saya wajar saja jika menggunakan NPWP milik orang lain, atau menggunakan NPWP milik pribadi namun digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan kewajiban perpajakan yang sebenarnya.
	
	
	
	
	

	4.
	Y4b
	Sebagai wajib pajak, menurut saya wajar saja jika tidak menyetorkan pajak yang terutang kepada pihak yang berwenang.
	
	
	
	
	



B. Self Assessment System (X1)
[bookmark: _Hlk190286557]Dibawah ini adalah pernyataan POSITIF mengenai variabel Self Assessment System, yang akan dinilai dengan skala likert dengan keterangan, sebagai berikut:
1 = Sangat Tidak Setuju
2 = Tidak Setuju
3 = Netral
4 = Setuju
5 = Sangat Setuju


	No.
	Kode
	Pernyataan
	Jawaban

	
	
	
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	1.
	X1.1a
	Sebagai wajib pajak, saya memiliki kemampuan yang memadai untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang selama tahun berjalan.
	
	
	
	
	

	2.
	X1.2a
	Sebagai wajib pajak, saya telah melakukan kewajiban saya yaitu membayar pajak secara mandiri.
	
	
	
	
	

	3.
	X1.3a
	Sebagai wajib pajak, setiap tahun saya melaporkan pajak secara mandiri dengan mengisi formulir SPT yang lengkap dan benar.
	
	
	
	
	

	4.
	X1.4a
	Sebagai wajib pajak, setiap perhitungan dan penyetoran pajak yang terutang dapat saya pertanggungjawabkan kebenarannya.
	
	
	
	
	



Dibawah ini adalah pernyataan NEGATIF mengenai variabel Self Assessment System, yang akan dinilai dengan skala likert dengan keterangan, sebagai berikut:
1 = Sangat Tidak Setuju
2 = Tidak Setuju
3 = Netral
4 = Setuju
5 = Sangat Setuju

	No.
	Kode
	Pernyataan
	Jawaban

	
	
	
	SS
	S
	N
	TS
	STS

	1.
	X1.1b
	Sebagai wajib pajak, menurut saya tidak penting untuk memiliki kemampuan menghitung jumlah pajak yang terutang selama tahun berjalan.
	
	
	
	
	

	2.
	X1.2b
	Sebagai wajib pajak, saya tidak perlu melakukan kewajiban saya dalam melakukan pembayaran pajak secara mandiri.
	
	
	
	
	

	3.
	X1.3b
	Sebagai wajib pajak, setiap tahun saya tidak melaporkan pajak secara mandiri dengan mengisi formulir SPT yang lengkap dan benar.
	
	
	
	
	



	No.
	Kode
	Pernyataan
	SS
	S
	N
	TS
	STS

	4.
	X1.4b
	Sebagai wajib pajak, setiap perhitungan dan penyetoran pajak yang terutang tidak dapat saya pertanggungjawabkan kebenarannya.
	
	
	
	
	



C. Pengetahuan Pajak Wajib Pajak (X2)
Dibawah ini adalah pernyataan POSITIF mengenai variabel Pengetahuan Pajak Wajib Pajak, yang akan dinilai dengan skala likert dengan keterangan, sebagai berikut:
1 = Sangat Tidak Setuju
2 = Tidak Setuju
3 = Netral
4 = Setuju
5 = Sangat Setuju

	No.
	Kode
	Pernyataan
	Jawaban

	
	
	
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	1.
	X2.1a
	Sebagai wajib pajak, saya mengetahui dan memahami akan hak dan kewajiban saya sebagai seorang wajib pajak.
	
	
	
	
	

	2.
	X2.2a
	Sebagai wajib pajak, saya telah terdaftar dan memiliki NPWP.
	
	
	
	
	

	3.
	X2.3a
	Sebagai wajib pajak, saya memahami apa saja sanksi yang akan saya dapatkan apabila melakukan pelanggaran.
	
	
	
	
	

	4.
	X2.4a
	Sebagai wajib pajak, saya mengetahui unsur-unsur dalam perpajakan dan saya memahami tata cara untuk menghitung dan melaporkan kewajiban perpajakan dengan lengkap dan benar.
	
	
	
	
	

	5.
	X2.5a
	Sebagai wajib pajak, saya memiliki pengetahuan terkait perpajakan melalui sosialisasi / pendidikan formal / pelatihan / membaca berita / kegiatan lain yang menambah ilmu pengetahuan saya.
	
	
	
	
	




Dibawah ini adalah pernyataan NEGATIF mengenai variabel Pengetahuan Pajak Wajib Pajak, yang akan dinilai dengan skala likert dengan keterangan, sebagai berikut:
1 = Sangat Tidak Setuju
2 = Tidak Setuju
3 = Netral
4 = Setuju
5 = Sangat Setuju

	No.
	Kode
	Pernyataan
	Jawaban

	
	
	
	SS
	S
	N
	TS
	STS

	1.
	X2.1b
	Sebagai wajib pajak, saya tidak ingin mengetahui dan memahami hak dan kewajiban saya sebagai seorang wajib pajak.
	
	
	
	
	

	2.
	X2.2b
	Sebagai wajib pajak, saya tidak mendaftarkan diri dan tidak memiliki NPWP.
	
	
	
	
	

	3.
	X2.3b
	Sebagai wajib pajak, menurut saya tidak penting untuk memahami sanksi-sanksi apa saja yang dapat terjadi apabila saya melakukan pelangaran.
	
	
	
	
	

	4.
	X2.4b
	Sebagai wajib pajak, saya tidak memiliki keingintahuan terhadap unsur-unsur dalam perpajakan dan tidak ingin memahami tata cara untuk menghitung dan melaporkan kewajiban perpajakan dengan lengkap dan benar.
	
	
	
	
	

	5.
	X2.5b
	Sebagai wajib pajak, menurut saya tidak perlu untuk memiliki pengetahuan terkait perpajakan.
	
	
	
	
	








[bookmark: _Hlk195036462][bookmark: _Toc202868666]Lampiran 2 Tabulasi Data Kuesioner Diolah
Tabulasi data kuesioner dapat dilihat pada link google drive dibawah ini:
https://drive.google.com/drive/folders/1zyO2juiG_fvhH5MrNmRFbIJXHBoP-UbT?usp=sharing

[bookmark: _Hlk195036639]
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